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ARGUMENTUM, Vol. 6 No. 2, Juni 2007 :
SALAM DARI REDAKSI

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Telah lama orang Latin Kuno berujar ‘bahwa‘summa_m :':fs m]'t"m”
iniuria (keadilan hukum tertinggi adalah kel?dakadalan tcrtmggt).' .l".lal‘an
bijak ini menunjukkan bahwa hukum yang dibentuk dengan seng.ua.nleh
manusia tidaklah akan dapat mencapai kesempumaannya dalam menggapai
keadilan. Inilah sifat laten yang sudah inhercnll ada dalam hukum begitu ia
dilahirkan sebagai wahana untuk mengatur kehidupan umat manusia.

Dikarenakan adanya sifat laten yang demikian itu, maka yang
tampaknya dapat dilakukan oleh hukum adalah untuk seclalu nllerfnob‘nl dau
berusaha mendekati keadilan yang pada dasamya merupakan n‘l]‘dl t_cmnggl
dari hukum. Pergulatan untuk menggapai puncak yang tertingg dalam
berhukum tersebut selalu mengalami pasang surut. Il\flcskl tidak mudah
dilakukan. namun usaha untuk sampai ke sana tidak pernah bosan

diupayakan oleh umat manusia.

ARGUMENTUM terbitan kali ini (Vol. 6 No. 2) mengangkat lu‘li§an yang
cukup mendasar, yakni tulisan yang sangat kental pcm:h_ran filsafati dengan
mengetengahkan eksistensi ilmu hukum di tengah perlmlc:mgml keilmuan,
vang disambung dengan tulisan yang bolehlah dll'katagan:_m ke t_lail;lm
feminist jurisprudence, serta tulisan yang mengkaji lmgzm_n:mn .~.ch:u!(.nya
kebijakan hukum terkait dengan pennasalalhan hukum Pemilu, cybercrime,
dan perkembangan bank syari’ah di Indonesia.

Tanpa terasa, ARGUMEATUM yang sedang berada di tangan pembaca
sudah berada di tahun ke enam sejak diterbitkan. Redaksi hL‘T':.i}'HLl.II ke
hadirat Allah swt yang selama ini telah memberikan pertolongan-Nya hingga
sampal sekarang ARGUMENTUM dapat terbit dengan lancar. Mudu_h—mudalmp
kehadiran ARGUMENTUM — yang terbit dari Kampus vang berada di kota kecil
— bisa berbicara luas dan menjadi salah satu media pencerah bangsa.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

Lumajang, Juni 2007
Redaksi

ARGUmENTYm, Vo, 6No. 2, Juni 2007 .ae
EKSISTENSI ILMU HUKUM TERHADAP ILMU-ILMU
DITINJAU DAR| FILSAFAT ILMU
Oleh
EDY FAISHAL MUTTAQIN'

lmu Hukum adalah i il
Mu rukum adalah ilmu yang memijii karakter keilmuan sendiri (su
generis), se{frngga sulit untuk dikategorikan ke dalam ilmwiinn?:zg?:l

dilakukan dengan pendekatan Filsafat llmu, yai
e ! _ , yaitu, menurut ag
ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan Filsafat f?r:z

memberikan suatu pencerahan dalam menjawab pertan ik :
apakah llmu Hukum itu ilmu? T i

A. PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam
keadaan bebas. Dalam kebebasannya ity pada akhimya manusia akan saling
berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konfiik antar manusia
yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam proses interaksi sosial
itu, konflik yang terfjadi antar manusia lambat-laun dirasakan sangat
mengganggu kehidupan individu-individu yang berkeinginan hidup secara
wajar, tertib, dan adil, sehingga  individu-individu  tersebut dapat
mengembangkan potensi diinya secara utuh dan nyaman dalam
komunitasnya masing-masing.

Dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu
kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial
tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan,
membentuk, dan mengendalikan masyarekat (law as a tool of social-
engineering). Hukum yang dibentuk oleh aspek sosial tersebut selanjutnya
(dapat) dipaksakan oleh penguasa, setelah penguasa tersebut memperoleh
legitimasi (pengakuan) dari masyarakatnya, baik berupa legitimasi yuridis
(hukum) maupun legitimasi politis. Dengan berbekal legitimasi itulah akhimya
penguasa dapat menerapkan hukum yang pada awalnya muncul dari
masyarakat untuk menjadi instrumen kebijakannya terhadap masyarakat.

" Edy Faishal Muttaqin’, S.HL., S.Sos., M.H. adalah anggota KPU
Kabupaten Lumajang
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(e7) l,a-m‘"" e kondisi inilah ke{:ugian Melahirkg, i
discbut juga Sebagel o . imy
~ {imuhukum ang sesunggunnya. atau limu Hukum Pogiti¢ Deﬂgam
matik, llmu Hukum yd kajian ilmu hukum yang sesungguhp a by I
oL (pone rapan) hukum positif (ius constitutyny ¥a
takan bahwa dalam essengjny~
irchman menya SR ¥a iy
i buk:f" limu Hukum, karena obyek kSt?dls‘d?n lImy Hukum illlj
Hukum 20312 itif yang hidup dalam masyara at. Sistem hukym Posi
adalartl‘ mz;kurrnner?gjlami perubahan sesua dengan perubahan Kebulihgy
senantias _
hukum masyarakat"'berdasarkaﬂ paparan di atas, maka yang g,

selanjutnya B lahannya adalah bagaimana eksistan
: ai permasalahannya ade nsi
g’kfml::;?;d;;tiﬁngu‘”"ﬁlam witinjau dari Filsafat limu?

u

AUAN FILSAFAT ILMU

U HUKUM DALAM TIMJ_ :

3 EKS{gE?L?‘J:;T menurut Jujun S. Suriasumantri, merupakan bagian
daﬂk;pjﬁ,fgl?fegr:gefa“”a”) iimiah. llmu merupakan Cabang pengetahuzn
::nlg mempunyai ciri-ciri tertentu, sedangkan menurut Lasiyo merupakan

Hmu

(filsafat pengetahuan) yang mengkaji secara spesifk |

kajian filsafat yang -mencoba untuk menjawab pertanyaan, antara laip « |

imu? Bagaimana proses keilmuan? Apakah manfaat iimy?

f:::;a;] ggg;:ngg];ét Ei;ghwa upaF;ra mencari jawaban—jawat_)a_n terhadap
pertanyaan-perianyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafali
yang dilakukan melalui pendekatan metafisis, epistemologis, dan aksiologis?
Kemudian Jujun S. Suriasumantri menyatakan ba_hwa Filsafat lImu
merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa
an mengenai hakikat iimu seperti : .
penany?:)byek agpa yang ditelaah ilmu? Bagaimana ujud yang hakm dan
obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan

daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) |

yang membuahkan pengetahuan?

ty 2 - kum
" Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Apakah Teon Hu

*
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Bagaimana proses yang memungkinkan ditimb

yang berupa ilmu? Bagaimana progedumya? Hrgl-ﬁ:p:e :aglﬁ;ta#::;

diperhatllfan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa

yang dlgebut kebenaran ity  sendiri? Apakah kriterianya?

Carafteknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkaﬁ

pengetahuan yang berupa ilmy?

Untuk apa pengetahuan yang berupa

Bagaimana kaitan antara cara penggunaan

kaidah moral? Bagaimana penentuan

berdasarkan pilihan-pilinan moral? Bagaimal
prosedural yang merupakan operasionalisas
norma-norma/profesional?3

Menurut  Jujun S. Suriasumantri,
pertama disebut landasan ontologis, kelompok
epistemologis, dan kelompok ketiga disebut
dasamya semua pengetahuan, termasuk ilmu, seni, atau pengetahuan
apapun memiliki ketiga landasan ini, yang membedakannya hanyalah materi
perwujuddannya dan perkembangan serta pelaksanaan ketiga landasan
tersebut (ontologis, epistemologis, dan aksiologis). Berikutnya, justru yang
mengalami perkembangan signifikan adalah ilmu yang memiliki ketiga
landasan itu dan dimplementasikan secara disiplin, konsisten, dan
konsekuen. :

Sejalan dengan pemikiran Lasiyo dan Jujun S. Suriasumantri,
Koento Wibisono Siswomihardjo menyatakan bahwa obyek filsafat ilmu
adalah tiang-tiang penyangga eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu, Ontologj,
Epistemologi, dan Aksiologi. Ontologi sebagai salah satu cabang filsafat
membahas apa hakikat (being qua being) itu. Idealisme atau spiritualisme,
materialisme, dualisme, pluralisme, dan sebagainya merupakan faham dalam
Filsafat Ontologi. Epistemologi sebagai cabang filsafat membahas apa sarana
dan bagaimana tatacara untuk mencapai pengetahuan, dan bagaimana
ukuran bagi apa yang disebut kebenaran atau kenyataan ilmiah itu. Aksiologi

ilmu ity dipergunakan?
tersebut dengan kaidah-
obyek yang ditelagh
na kaitan antara teknik
i metode ilmiah dengan

kelompok pertanyaan yang
yang kedua adalah landasan
landasan aksiologis. Pada

y ; : =L kum

itu? Terjemahan Berard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas HY

Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 106. _ it
Lasiyo, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Materi Kuliah Filsafa

: : : i L otoua 2005, hal
Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2
I

¢ limy,

' Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 33.
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_ |safat yang membahas nilai (vajye
4 salah satu cabang fi | SEbagai

: huan secara praksis.4
: rapan ilmu pen.geia o
impem"fd?ggnpz‘;ig;n eksistensi IImu Hukum, Philipus Mangir; Hagj,
Re o hwa Kin bukan zamannya uniuk memperdebatcan aDakaE
menyatakan imu. limu Hukum diterima sebagai limu dengg, tetg

adalah |
imu Hukum adalah Hukum yang merupakan kepribadi p
mati karakter llmu Hukum Y Aiang

fff;?.?ﬁl"s Dﬁinniau dari Filsafat limu, menurut pakar Hukum yang lain, Bgpy, -

e bahwa status keilmuan Hukum tidak perlu diragukap i
kAar:eertass::xlr;aciri limu telah dipenuhi oleh limu Hukum.® gl
J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa jika orang memandang iy
sebagai proses atau aktivitas, r_naka dengan segera tampak bahwa terkai
adanya suatu proses timbal-balik antara limuwan Hukum‘, Subyekpya‘ dan
materi yang mau dipelajari, obyeknya.” S_uatu h_ubgngan timbal-balik antarg
subyek dan obyek terdapat dalam kegiatan ilmiah llmu Hukum, Dalam

perspektif limu Hukum  tentang Hukum sebagai suatu sistem konseptyg|

obyek penelitian merupakan hubungan linear wacana ilmiah menurut teoq |

baru limuwan Hukum.
Dari beberapa paparan para pakar Hukum temama sebagaimana

tersebut di atas, dapatlah dikemukakan di sini bahwa eksistensi limu Hukum
ditinjau dari Filsafat lilmu mencakup 3 (tiga) landasan pengembangan, yaitu:
1. ONTOLOGI:

Obyek kajian dalam lImu Hukum adalah norma-norma, seperti, norma

perilaku dan norma kewenangan, termasuk norma-norma yang telah |

hidup secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam hubungan antara
subyek dengan obyek, posisi subyek berada di luar obyek sebagai
pemerhati (fouschouwer).

2. EPISTEMOLOGI :

* Koento Wibisono Siswomihardjo, Filsafat Ilmu, Sejarah Kelahiran

serta Perkembangannya, dalam M. Thoyibi (ed), Filsafat Ilmu 3
Perkembzsmgannya, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999, hal. 20.

Philipus Mandiri Hadjon, Pengkajian Nmu Hukum Dogmatik

(Normaikif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 1.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur limu -

Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan T
Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indo Sy

Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 214, ief
. JJH. Bl‘uggink,. Refleksi Tentang Hukum_Terjemahan Bernard A%

idharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 213.

. ARGUMERTUM, Vol, 6 No. 2, Juri 2007
: gdetggzlﬁg_l{ yankg b(t:ipengunakem adalah secara induksi dan deduksi
en niena kebenaran secar, ipti i ;
3 AKSIOCOCT a preskriptif atau seyogianya.
[Imu Huk_um dalam pengembangannya memiliki manfaat berupa
penyeles_ala_n terhadap semua masalah hukum konkret (problem-solving)
yang terjadi dalam masyarakat, Pengembangan limu Hukum bertujuan
untuk menciptakan, menjaga dan mengendalikan keamanan, ketertiban
keadilan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan relevansi limu Hukurrln
dengan nilai adalah hukum merupakan nilai, sehingga limu Hukum
kemudian merumuskan dan menerapkan nilai-nilai tersebut.

Dalam melakukan suatu kajian ilmiah dari sudut pandang Filsafat
limu, perlu diberikan beberapa catatan. Aliran modern yang terpenting adalah
apa yang dinamakan Rasionalisme Kiitis. Pandangan yang terutama
dikembangkan oleh Karl Popper ini bertujuan untuk mengartikulasi suatu
metode pengembanan ilmu empiris. Menurut Popper, ilmu ini berusaha untuk
memecahkan (menjelaskan) masalah-masalah konkret. Untuk itu, maka
hipotesa-hipotesa dan teori-teori dikembangkan yang kemudian dengan
bantuan data-data empiris harus diuji. Ini dilakukan dengan mengadakan
falsifikasi teori, artinya dengan memperlihatkan suatu kejadian yang
bertentangan dengan teori itu dan dengan itu ia dibantah. Jadi ilmu itu fidak
terutama untuk menegaskan keberlakuan secara umum dari teori ini dengan
bantuan data-data empiris, melainkan lebih untuk membantahnya. Jadi
menurut Popper, tugas dari ilmu adalah justru untuk membuka kedok
(menelanjangi) ‘ketidakbenaran®® Dengan cara ini maka yang tefadi
bukanlah hal ~mengumumkan kepastian-kepastian absolut, tetapi
mengetengahkan suatu model penelitian ilmiah yang memperiihatkan suatu
struktur terbuka. Pengemban ilmu selalu siap untuk berdiskusi dan mengganti
keyakinannya dengan yang leibih baik. Dalam konteks ini, maka Popper juga
membela suatu “Open-Society”, artinya suatu demokrasi yang di dalamnya
setiap orang bersedia bahwa pendirian-pendiriannya setiap kali didiskusikan
kembali.?

* D.HM. Meuwissen, Ilmu Hukum_Terjemahan Bemard Arief Sidharta,
dari Bab XVIII, buku P. van Dijk et. al., val Apeldoorn’s Inleiding tot de Studie van
het Nederlandse Recht, achtiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, yang
dimuat dg]am Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 4 Oktober 1994, hal. 20.

Ibid., hal. 21.
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: nting dan tak diragukan lagi aqg
Bentuk t;;(angialmpfh?[ﬁ %z p ug%S };ntuk memaparkan, ma“g:':lallil;?u
el "gan menginterpretast hukum yang berlaku, T“iuanns’
matisasl, penerapan dan pelaksanaan hukum seu?
awab di dalam praktik. Bent_uk limu Hukum ini menempaj ?Pgsa::i
UnAIER cidikan universiter. Di sampingnya terdapat limy Hukup
lebih banyak ditentukan oleh metodenya dan primer tiak
a juga tidak hanya relevan untuk llmu Hukum Dogmatj,
entuk lainnya. ' o L ;
issen juga menegaskan banw u Hukum Dogmafi
o Heur::nsiﬁkijkgrakter sendir, ia adalah sebuah i ast:ﬁ
dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentu jj,
Kita dapat mengemukakan dan menjelaskan  ciri.gjs

tersebut sebagai berikut ini ;M

a) Pertama-tama, iimu hukum itu memiliki suatu sifat empiris-analitis.

itu berarti bahwa ia memberikan suatu pemaparan dan analisis
tentang isi (dan struktur) dari hukum yang befigku. Ter}&ail padanya,
ia dapat menggunakan metode—metode empiris, tetapi hal itu tidak
perfu. Yang pasti ia tidak memberikan penjelasan  (Erklaeren),
meskipun ia benar memikirkan pelbagai pengertian dalam peraturan
antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu pengertian-
pengertian ini dianalisis dan terutama dicoba untuk mengeri
pengertian-pengertian tersebut (memahami  “makna” mereka)
dengan berlatar-belakang asas-asas yang melandasi mereka. Hal itu
tidak mengherankan mengingat apa yang sudah kami kemukakan
terlebih dahulu tentang pentingnya idea hukum. Keterkaitan pada
asas-asas (hukum) ini terutama dalam kerangka penstudian dan
pengembangan hukum perdata adalah eviden (jelas).
Selanjutnya, ilmu hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang
dipaparkan dan dianalisis itu. Itu tidak perse (demi dirinya)
mengandung arti bahwa suatu “sistem hukum” yang logis konsisten
telah dirancang sebagaimana misalnya terjadi dalam pandangan-
pandangan dari Luhmann atau Raz (meskipun masing-masind
dengan cara yang sangat berbedal) la lebih merupakal
pengembangan suatu “sistem terbuka” yang berarti bahwa atura®

' Ibid., hal. 24.
" Ibid., hal 26,

|
a
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aturan dan keputugan-keputusan hukum dipikirkan dalam suatu
hubungan yang relatif bebas antara yang satu dengan yang lainnya.
Ya_ng mepenlukan padanya adalah bahwa orang mempertautkan
!<§|dah—ka|dah hukum ini pada asas-asas yang melandasi hubungan
ini. Qengan latar l;:e_lakang_asas-asas ini, maka gejala-gejala hukum
lain juga dapat disistematisasi. Justru di dalam hal itu terletaknya
sifat “terbuka” dari pensistematisasian ini. Ini adalah tugas dari
dogmatika hukum dalam arti sempit. Sementara itu,
pensistematisasian ini tidak sama penting pada semua bagian dari
hukum. Untuk hukum perdata (dan dalam derajat yang lebih kurang
untuk hukum pidana) ia memiliki arti lebih besar ketimbang, misalnya
untuk hukum tata negara. Adanya peradilan mempunyai pengaruh
yang besar. Suatu yurisprudensi yang terolah, sebagaimana yang
kita kenal dalam hukum perdata, berdaya stimulatif untuk
pemekaran suatu dogmatika hukum. Jika yurisprudensi sama sekali
tidak ada, maka terdapat bahaya bahwa ilmu hukum hanya
merupakan hal mengungkapkan penataan-penataan dan struktur-
struktur yang ada (misalnya tatanan negara).

llmu hukum menginterpretasi hukum yang berlaku. Bukanlah
deskripsi (pemaparan), analisis dan sistematisasi hukum yang
berlaku mengandaikan bahwa arti dan hukum ini terlebih dahulu —
sekurang-kurangnya dalam arti sementara - sudah ditetapkan. Lebih
dari itu, kegiatan-kegiatan ini terarah untuk mengartikulasi lebih jauh
dari ini. Dalam segi ini, ilmu hukum memiliki suatu sifat hermeneutis
(bandingkan No. 454). Itu berarti bahwa di sini terdapat suatu relasi
dengan apa yang dinamakan  limu-lmu  Rokhani
(Geisteswissenschaften).

[lmu hukum itu menilai hukum yang berlaku. Dalam arti ini ia relative
bersifat normatif. Itu mengandung arti tidak hanya bahwa obyeknya
terdii atas kaidah-kaidah, tetapi terutama bahwa pendinan-
pendirian, yang ia sendii ambil, memiliki suatu dimensi
pengkaidahan (menetapkan norma). Jadi, dogmatika hukum tidak
bebas nilai. la secara langsung berkaitan dengan idea hukum,
dengan perwujudan “tujuan” dari hukum. llmu hukum dogmatik itu
dalam penilaian-penilaian dan keputusan-keputusannya mau
memberikan sumbangan pada realisasi dari tujuan ini, yakni
keadilan atau kebebasan. Padanya ia memperoleh rasionya, makna
dari berfungsinya. Nada dasar penilaian ini melandasi semua
kegiatannya. Bahwa penilaian ini sungguh-sungguh ada, dapat
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d'konsmii) Juga dari anotasi-anotast pada vonis-vonis. py i Bernard Arief Sidharta menarik i
Lol an jelas. Tetapi penilaian terhadap”hukUm POsif dengan mengikuti tinjauan secara tnlan' simpulan dalam disertasinya
i ddelragn quatu kiiterium, suatu tititolak ks, Jika g, sebagai berikut :12 oniol0gss, epistemologis, dan aksiologis
mg;\gnali\n ;‘(annya i3 akan dengar{: ksendtnnva Sampai pada i, a. 8Eyek imu Hukum (Aspek Ontologi Iimu Hukum)

i dasar dari semua hu um. ) = yek telaah ilmu hukum adalah huk P : '
hc_)IfUm,set:aE;k'hir berkaitan dengan arti prakhs dari ilmy huky negara fertentu pada wakiy tenem“ur?hﬁﬁﬁgf yzng bggaku di _sua_tq

g) Ciri yang teraftts t dengan dimensi normatif yang bary ex sekarang), yakni sistem kons e SrOnCEACINCISH

k. Ini berkaitan erat deng Sala eptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah
dogmati. : dan praktik berkenaan dengan dogmai hukum dan putusan-putusan hukum ’ -
25 ockan. Antara teori dan p ; 9Maltikg ; produk kesadaran hukum dan politik
diblcard<d itan-perkaitan majemuk. Apa yang ¢ hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositi pe
hukum terdapat perkaitan-p : : apal Kowons : gnya dipositivkan oleh pengemban
ikemukakan oleh limu Hukum Dogmatik pat_ja akhimya berkaita, o ngIJan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta
dikel o penerapan praktis dari hukum. Untuk itu hukum dipaparkanl | tZr ?)Qf—d embaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual
d?”gal‘, 2 isistematisasi dan diinterpretasi. Pada penerapan prakjs | Ser»;? ut dan prosesnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan
qlana |§1 5 o normatif. terhadap hukum  positif diarahkan | U mengacu keadilan dan  konteks kesejarahan  dan
itulah juga penllala_l’ll_ It Hukum: Dogmatik itu memke il kemasyarakatannya.

tataran teoritis, limu : ) : : al | b. Sistematisasi Bah i :
Fﬁgsyediakan) suatu model bagi perwujudan praklis dari hukuy Dalam penggm%aan{;:{#:: m”(r:jp ﬁﬁkﬁsﬁgoﬁg’mm”’) : ]
(dan dengan demikian ‘tujuan’ dar hukum). Model ini direfleksi dan memaparkan dan mensistematisasi bahan ht?(u[nr? e Te“?'!“temmtas"
diargumentasi secara teoritis. Sebagai demikian, jadi s_ebagai model asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum ysaunaﬂuetr:gngiashaias-
teoritis, ia relevan secara praklis. Bukaniah‘pquSIS Hukum it untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem sehingga keselurrllh:n:n;
berorientasi pada model ini. Tanpa pegangan (bimbingan) teorits n mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengazu
praktik tersebut (misainya peradilan,  advokatur, perundang pengembanan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum. Ini fidak
undangan) tidak dapat berfungsi. Pada pihak lair?,l iSII _dan praktik berarti bahwa ilmu hukum begitu saja sekehendak hati pengembanannya
hukum memberikan dampak balik pada model teoritis ini : bukaniah (ilmuwan hukum) membentuk sistem hukum. Hal ini juga berlaku bagi
teori itu merefieksi praktik hukum itu dan karena itu hans pembentuk undang-undang.
memperhitungkannya. Jadi, teori dan praktik itu saling berkalan|  C Kegunaan limu Hukum (Aspek Aksiologi Hukum)
erat, dan Karena itu juga hanya dapat dipikickan sebagai suall 1) Mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro.
eseluruhan (teoriis) dan  diwujudkan (secara prakts). Teai| 2) Menunjukkan apa hukumnya tentang hal ftertentu dan

merekomendasikan interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas

(penemuan hukum).

Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata-hukum.

4) Kiitik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan
yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru.

memikirkan hubungan teori praktis. Di sini letak dari rnaiﬁna normalf
praktis dari dogmatika hukum. Berdasarkan itu juga meld | 3)
pandangan empiris yang mumi dari ilmu hokum harus‘dqtolali.;
Bukanlah di dalamnya teori dan praktik (penerapan praklis) ¥

: ; L : isahan 1l 2 5 :
zﬁgjggﬁ”"é:;gbémgfa déﬂﬁiﬂk?msfrfféigiijia?ﬁénffﬁ'emanam} ) ?Sﬁé‘;ﬁdegﬂs terhadap  putusan  hakim untuk  pembinaan
sifat khas, yang tipikal dari iimu hukum dogmatik. Pemisaiéf 1 Berdasarkan paparan Bernard Arief Sidharta di atas, dapat

berarti tidak mengakui (menghargai) karya dalam teori dan P dikatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang dikategorikan sebagai

yang sudah ribuan tahun dijalankan oleh para yuris.

‘ 12 Bernard Arief Sidharta, op. cit., hal. 216 —218.
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““nPraktis tetapi sepert hallnYEk:rsr;uﬂrﬁd%kl}E;?]nh;:;: :;lku
k limu ot alam klas! L féng
Eﬂﬁ:rﬁ;ati keduduka lStI'm\mrnc:arnapankanmfa ‘,’lbandmgka‘} dengan im,.
menmiliki sejarah yand P_aﬂiang' a sebagai ilmu normatif dan dampg

R ifatn
ilmu lainnya, tetapi juga arena sifalny dan masyarakat yang terbawg

idupan manusia _
Iangsungnyg le?;%?gml;?itlan)?a (masalah mendesak yang inheren dalam
oleh sifat dan

kehidupan sehari-har manusia) yang ;91‘5'“ memunculkan dan membimbing
panembanan serta penrgﬁgnl;a;r?a”igu hukum yang adequate untyk

Dalam penge h dan praksis hukum, ditinjau dari suqut pandang
melaksanakan pemﬁ;nnau"an imu_hukum, maka secara rasional dapat
fisafat lmu dar ang apakah dan apakah yang diperukan uniuk
d?Perk:rakan i ntuk mewujudkan iimu hokum pada pembinaan dap
dnmpl_en;lerlm(tsrﬂkan u pakankajiaﬂ filsafat yang mencoba untuk
praksis huxum.

i lImu meru I :
jawab pert;r?;;;arll-[)eﬂanb’aan antara lain : apakah obyek imu?

menj

Bagaimana proses

“ iimu? Upaya mencari jawaban-
uan? Apa manfaat iimu

iawaban terhadap I;;eee:!{e?nyaan-]cf:aﬁanyaan tersebut mendorong munculnya
ja

pemikiran

filsafati yang dilakukan melalui pendekatan metafisis, epistemolog,
dan aksiologi.

-ILMU LAIN
ILMU HUKUM DENGAN ILMU-ILM |
@REL%:; Idengan perkembangan peradaban manusid dengan segala

dinami i iadikan hukum sebagai suatu kebutuhan penting
3?%%3“225;?;%:’ dszwfm, sehingga dalam implementas_mya senantlais;
menimbulkan masalah yang periu dicarikan solusi pepyelesmlannya. h;asa a
hukum inheren dengan perkembangan dalam komumtlas somgl yang man;t;
dan dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu |ain, sifat mengikat dari hukum mun
jian filsafat hukum.

3 k?)flam upaya untuk menjawab semua masalah yang mu_ncu1 tatlﬁgl;
hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyare_xkat itu, akhirmya tt_al]l i
interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya, sepert, so‘smioi_lli
hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, politik _hukpm psnkoc;ga
hukum, dan lain sebagainya. Meskipun ilmu-ilmu lainnya itu in-focus pa

: : Imu,
" M. Hadin Muhjad, lmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Mt
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hokum, bulltanlah berarti iimu-ilmu lain itu merupakan bagian dari iimu hukum.
Yang menjadi §tressing dalam konteks ini adalah bahwa keterkaitan ilmu
hukum dengan ilmu-ilmu lainnya adalah obyek kajiannya mengenai hukum.

) pntuk mengetahui adanya relevansi ilmu hukum dengan ilmu-ilmu
lainnya itu, lebih dahulu kita perlu melihatnya dari pengertian ilmu hukum
sebagai iimu hukum positif, pokok kajian dari ilmu hukum adalah
menyelesaikan masalah (problem-solving) dengan cara mengacu kepada
norma-norma atau teks-teks oforitatif yang telah berlaku dan diberlakukan
dalam kehidupan masyarakat, baik oleh penguasa (pemerintah) ataupun oleh
masyarakat itu sendiri. Norma-norma atau teks-teks oforitatif itu tidak
mungkin dapat memprediksi (forecasting) apa yang akan terjadi
sesungguhnya kemudian, padahal hukum (dalam konteks ini mencakup
instrumen atau produk hukum yang ada) tidak lengkap atau tidak mampu
menyelesaikan semua persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat,
sedangkan secara faktual masyarakat sangat membutuhkannya untuk segera
menyelesaikan persoalan hukum tersebut, sehingga dapat tetap menjaga
iklim kondusif dalam masyarakat tersebut.

Di samping itu sangat terbuka kemungkinan munculnya norma kabur
(vage normen) yang merupakan suatu konsekuensi dalam pembentukan
norma dalam masyarakat. Dari kemunculan norma kabur ini, dimungkinkan
munculnya upaya-upaya proaktif dari para sarjana hukum (jurisf) untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Pendapat pertama .
akan menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan suatu kepastian
(supremasi) hukum, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian
hukum harus didasarkan kepada hukum. Kalau eksistensi hukum (termasuk
instrumen atau produk hukum) itu dianggap masih kurang optimal, maka
dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum itu perlu dilakukan
penafsiran (interpretasi) hukum dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip
atau asas-asas hukum atau melalui suatu perbandingan (komparasi) hukum.

Jika mencermati pendapat pertama ini, akan tampak kebenarannya
jika persoalan hukum yang muncul itu adalah mengenai perkara pidana, di
mana sesual asas Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali,
maka seseorang itu tidak dapat dipidana, kecuali ada hukum yang
mengaturnya terlebih dahulu, yang berarti dapatlah dikatakan bahwa jika
tidak ada aturan hukum yang melarang, maka perbuatan yang telah dilakukan
oleh seseorang itu diperbolehkan, atau dengan kata lain seseorang itu tidak
dapat dihukum (dipidanakan).

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa rumusan hukum itu

e Teon1
i ilsaf: dalam Iimu Hukum (Kajian '
S tidaklah selalu ansich mengacu kepada persoalan-persoalan (kasus atau

dan Praktis), Unesa University Press, Surabaya, 2004, hal. 11.
" Lasiyo, loc. cit.
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arcumenTum, V hakim yang menerima, memerik
ang konkret, senindga P periu melakukan suatu 2 dap
ard) e Fasis tu pe Penafsig, ARGUMENTUM, Vol, 6 No. 2, Juni 2007
memutus Sual adian atau peristiwa hukum yang konkret, Tig DAFT
i asi) tzmadtafn:rila hami setiap kejadian atau peristiwa hukum y:; AR PUSTAKA
kim dapa ; i ' ief Si '
serTr:ir::rsebut.pYang paling memahami dart1 meggterté ?éihalsg Mmereka ya Bernard Agef Sidharta, Refleksi Tentang Struktur limu Hukum Sebuah
kon s si pada bidang keahlian _erse -0 rena ity, Para enelitian Tentafng Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan
memiliki komgeten nD unakan iim uilmu lain di Juar ilmu hukum Sebagg Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Iimu Hukum Nasigj;?n::‘
atau perkara. ~ D.H.M. Meuwissen, limu Hukum. Terjemahan Bemard Arief Sidharta. dari
| Bab XVIll, buku P. van Dijk et. al,, van Apeldoom's Inleiding fot de
D. PENUTUP : iy dapat ditarik suatu sim Studie van het Nederlandse Recht, achtiende druk. W.F.J Tjeenk
Berdasarkan paparan di atas, 2 , : Pulan Willnk, Zwolle, 1985, yang dimuat dalam Majalah Huk
o Imy Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmy. it ' o
bahwa eksistensi llmu Hu KOIE _ Justitia, Tahun XII, No. 4 Oktober 1994
imu lainnya, meskipun jika ditinjau dari Filsafat limu, lImu” Hukum dapet :
diklasifikasikan sebagai ilmu yang memiliki karakter keilmuan sendiri, karena Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Apakah Teori Hukum itu? Terjemahan
s yang nomaii i . - Bemard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakult
y I‘{mu Hukum adalah iimu yang menmiliki karakter keilmuan sendiri (suj- Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2000. -

untuk dikategorikan ke dalam ilmu-ilmu sosial atau |

neris), sehingga sulit _ : _
e t diklasifikasikan atas llmu Hukum Normatif dan J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum. Terjemahan Bernard Arief Sidharta,

humaniora. llmu Hukum dapa

imu Hukum Empiris. Pendekatan terhadap limu Hukum dilakukan dengan Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

pendekatan Filsafat limu, yaitu, menurut aspek ontologi, epistemologi, dan ' _ Bt

aksiologi. Pendekatan Filsafat limu memberikan suatu pencerahan dalam Jujun S. Suriasumantri, Filsafat limu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka
- Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

menjawab pertanyaan klasik : apakah llmu Hukum itu ilmu?
Keterkaitan limu Hukum dengan ilmu-ilmu lainnya adalah dalam

raﬁgka i persoalan-persoalan (perkara atau kasus) Koento Wibisono Siswomihardjo, “Filsafat llmu, Sejarah Kelahiran serta

; ; i Perkembangannya’, dalam M. Thoyibi (ed.), Filsafat llmu dan
kum konkret (problem-solving) di mana hukumnya agak kabur dan masih _ (ed.),
?nuemeﬂukan sua(ﬁJ penafsiran (i?r)terpretasn lebih ianlj(ut, l:’gegrféembangannya, Muhammadiyah University Press, Surakarta,

Lasiyo, Filsafat limu Pengetahuan, Materi Kuliah Filsafat limu, Program
Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,
2005.

M. Hadin Muhjad, /lmu Hukum dalam Perspektif Filsafat limu, yang dimuat
dalam Buku Peran Filsafat llmu dalam llmu Hukum (Kajian Teoritis
dan Praktis), Unesa University Press, Surabaya, 2004.

Philipus Mandiri Hadjon, Pengkajian limu Hukum Dogmatik (Normatif),
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
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PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
DALAM ATURAN HUKUM DI INDONESIA: SUATU

PERJUANGAN MELAWAN KETIDAKADILAN GENDER
Oleh :
G. WIDIARTANA'

ABSTRAK

Tindakan pemerintah dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang
Hak-Hak Politik Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 68
Tahun 1956 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1984 ternyata tidak serta merta merubah penghargaan dan
pengakuan kesetaraan derajat kaum perempuan. Diskriminasi
terhadap perempuan masih saja terjadi, tidak saja dalam kehidupan
rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan politik, sosial, budaya,
ekonomi produktif, dan bidang-bidang lainnya.

A. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat patriarkis, perempuan dianggap sebagai manusia
kelas dua setelah laki-laki. Bahkan seringkali eksistensi perempuan dalam
masyarakat tidak dianggap. Perempuan bukanlah apa-apa dan bukan siapa-
sigpa. TKonstruksi yang tidak menguntungkan posisi perempuan dalam
masyarakat tersebut telah mengurat-akar dalam budaya sehingga anggapan
sebagai manusia kelas dua diyakini memang sudah demikian adanya ( taken
for granted ) dan menjadi dasar bagi ketimpangan gender yang menimpa

* Gregorius Widiartana, SH., MHum. adalah dosen Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta.

! Dalam tulisannya, Donny Danardono mengatakan, bahwa anggapan
terhadap perempuan bukanlah manusia yang memiliki martabat dan individualitas
salah satunya tampak pada pasal-pasal tentang aborsi. menurutnya larangan terhadap
berbagai bentuk abortus provocatus ( kecuali untuk alasan kesehatan ) bila dilihat
dari perspektif otonomi atau kemandirian perempuan atas tubuhnya akan
menunjukkan bahwa begitu seorang perempuan hamil, ia tidak berhak lagi atas
rahimnya, sebab negara telah mengambil alih melalui hukum. sehingga siapapun,
termasuk perempuan itu sendiri, yang berani menggugurkan janin akan berhadaapan
dengan aparatur neagra. Donny Danardono, Hukum Dalam Masyarakat .Pa:‘riarkiz
Dalam “ Mengurai Belitan Krisis : Renungan Dari Bendan Dhuwur “ ( Editor : Budi
Widianarko dan Andreas Pandiangan ), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal.
173
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s :enis kelamin perempuan. Laki-laki'yang Merasa

manusla,t{ang ke::ﬂzr;bl;ﬁn dari keadaan tersebut fidak farang

m;.?nd;’;usgkan dalil-dalil agama secara keliru untuk  memperkyay

m

dominasinya atas perempuan.
Di Indonesia sendi,

ARGUMENTUM,

dan demikian juga di sgb:giandbesar negara.
< i i tampak dari pembedaan dan pemisaha
negara di dunia, kehmpangar_: Jengeruuik? B etk socanm alamiaﬂ
wilayah domestik dengan wiiaya P : |
i i kawasan kaum perempuan, sedangkan wilayah publik
dianggap SeO20Z L0 lakiaki. Meskipun dari hari ke hari makin banyak
d[ang:r?agaiezziz beraktivitas di wilayah publik, seperti bekerja di kantor,
ggﬁ'ik;p stau tempattempat publik lainnya, tetapi bidang-bidang yang
disediakan untuk bisa diakses oleh perempuan tersebut hampir  selalu
dikaitkan dengan feminimitas kaum perempuan, yaitu telaten, teliti, sabar c_ian
cermat, sehingga profesi yang dianggap tepgt adalah profesi yang berkaitan
dengan ketekunan dan kecermatan seperti guru, sekretaris, dan buruh
pelinting rokok. o

Selain berkaitan dengan anggapan tentang feminimitas (_jan
maskulinitas, pembagian wilayah domestik dan publik tersebut‘ juga berkawta_n
dengan pembedaan kegiatan produktif dan reproduktif.? Kegiatan prodl_thf,
yang memungkinkan terjadinya pengembangan  potensi  manusiawl,
dilekatkan pada wilayah publik. Sedangkan kegiatan reproduktif seperti
beranak, dan mengurus rumah tangga dilekatkan pada perempuan dan
diposisikan sebagai urusan domestik. Keadaan ini membual perempuan
menjadi jauh dari akses informasi yang membuatnya tidak berkembang
secara maksimal sesuai dengan potensinya.

Dalam masyarakat modern, persoalan ketidak-adilan jender yang
sudah ferpatri dalam budaya tersebut dipelihara dan dilestarikan olfeh
pemerintah negara melaui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Di Indonesia,
pada dekade tahun 1970-an ketika negara merancang pembangunan lima
tahunan, negara menganggap bahwa pembangunan harus menjadi tanggung
jawab setiap warga negara, termasuk kaum perempuan. Sebagai kelompok
sosial yang dianggap penting, perempuan harus diorganisir dan ditata el
negara. Oleh karena itu dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negerl
Nomor 5 Tahun 1975 yang berupaya menata dan mengorganisir perempual
kedalam wadah-wadah, seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK)

* Ita F. Nadia, Ketidak Adilan Gender Sebagai Akar Diskriminast, Mak:;g

dalam Seminar Ilmizh Dalam Ran i is XK
S gka Lustrum VI/Dies Natalis
Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997, hal. 1
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Dharma Wanita, KOWANI, dan Dharma Pertiwi, yang dianggap sebagai
ger_akan perempuan non-politik. Karena penguasa negara ( yaitu kaum laki-
laki ) berasumsi bahwa keluarga adalah suatu unit terpenting dalam
kehidupan masyarakat, adan perempuan ditempatkan sebagai fitik
sentrainya, makal diciptakanlah berbagai norma dasar peran perempuan
Indonesia sebagfsl salah satu bentuk kontrol negara atas perempuan. Norma
dasar tersqbul disebut dengan nama Kodrat Wanita. Ideclogi Kodrat Wanita
yang digariskan oleh negara tersebut dirumuskan sebagai Panca Dharma
Wanita, yang menyatakan bahwa sefiap perempuan Indonesia mempunyai
lima peran penting, yaitu :

1. Sebagai isteri pendamping suami;

2. Sebagai ibu pengelola rumah tangga;

3. Sebagai penerus keturunan keluarga;

4, Sebagai pendidik anak;

5. Sebagai warga negara Indonesia.

Lima peran perempuan tersebut dipaksakan menjadi acuan bagi
setiap organisasi-organisasi perempuan yang ada dengan argumentasi
bahwa kaum perempuan bertanggung-jawab untuk memiliki kodrat tersebut
guna ikut serta mensukseskan jalannya pembangunan. Dalam prakieknya
ideologi kodrat tersebut cukup efekiif untuk membungkam perempuan,
sehingga tanpa gugatan apapun kaum perempuan menerima begitu saja
pekerjaan-pekerjaan yang stereotip perempuan, seperti ibu rumah tangga,
pencari nafkah tambahan, atau pendamping suami. Keadaan ini kemudian
digunakan sebagai justifikasi oleh perusahaan-perusahaan yang beriktikad
tidak baik untuk menggaji pekerja perempuannya lebih rendah dibanding
pekerja laki-laki.

Pembagian dan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan
oleh negara tersebut justru mempertajam subordinasi kaum perempuan
terhadap laki-laki, dan berakibat pada lemahnya posisi perempuan, baik
secara sosial, ekonomi, dan poliis. Beberapa indikasi yang dapat dipakai
untuk menunjukkan betapa lemahnya posisi kaum perempuan tersebut,
misalnya : rendahnya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan politik.

Secara yuridis usaha dari pemerintah untuk mengakui kesetaraan
jender sebenamya sudah lama dilakukan, yaitu dengan dengan meratifikasi
Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan dengan Undang-Undang
Nomor 68 Tahun 1956 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984. Tetapi dalam perjalanan sejarah bangasa ini usaha bagus untuk
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nder tersebut tidak diikuti atau ditindak{anjy; dong

@ momer |
kmengangkat derajat perempuan md““ﬁsia :

mengakui keset2 krit untul
men lebih kon
upaya-upay2

: - dahuluan dj ‘ tas
yraian pada_ pen = d ds, ;
fi { dalam tulisan ini adalah : - Apakaf fj g &
TaE ' tentang Hak-H !
kasi Konvensi PBB 3 Pojj
intah dengan l;"ni;ar:g.Undang Nomor 68 Tahun 1956 dan Konve;liki.
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita deng
Nomor 7 Tahun 1984 dengan sendirinya telah Menghaps
'kapm;gafgggglgan diskminatif terhadap perempuan?
i

C. PEMAHAMAN TEN
Mereka Yyand

[ a jend Me
- tagal;'ah”:';ﬁbédaan antara perempuan dan laki-laki. oleh manusia dan
ﬁndefsembah sesuai dengan tempat, waktu, kelas, dan dipenganii o
a;ﬁa fingkungan sosial dan budaya. Sedangkan jenis kelamin bersifa

ERHASALAHAN
Bertitik folak da
pewmasalahan yang bisa diangka

£

TANG JENDER

mempelajari dan memahami persoalan jender |
er bukanlah jenis kelamin. Menurut Ita F. Nadig |

i, ti bah, dan tidak menyangkut ruang serta waklu* Ha
zg?ur:g] giiztaﬂgﬁaélgﬁnflulia Cleves Mosse. ‘Ia menglataklan, pahwa jender
berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kela_mm biologis merl_lpakap
pemberian. Manusia dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan atau laki
laki. Sedang jender adalah seperangkat peran yang, s_epem halnya kostum
dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalaf

feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini, yang mencakip

penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah;
seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan lain sebagainya, secara bersama

sama memoles peran gender manusia. Jadi jender merupakan konstrukst |

sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kehndppaﬂ
masyarakat, Masyarakatlah yang menentukan laki-laki berperan sebagal a8
dan perempuan sebagai apa. .
Seperi dapat diihat pada setiap masyarakat di dunia, lakiHal da'i‘
perempuan menjalankan tugas yang berbeda. Pada masyarakal peiata‘l,
pembagian keja berdasarkan jenis kelamin merupakan cara efisien U

menjamin kelangsungan hidup unit keluarga dan beradaptas 0e19%

e e SN
? Ibid

Vi
Julia Cleves M . United
and Ireland, UK, 1993, haf53531 Gender dan Pembangunan, Oxfam
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lingkungan tertentu. Laki-laki yang membajak sawah dan perempuan yaﬁg
menuai padinya. Pembagian kefja tersebut tidak semata-mata menyatakan
tingkat status, karena kerja perempuan bisa jadi dilihat sebagai hal yang
sama-sama bernilai dengan kerja laki-laki. Ketika perekonomian dengan nilai
tukar uang mulai dikenal, keadaan tersebut berdampak pada hubungan
gender yang telah ada. Dalam banyak masyarakat muncul anggapan bahwa
peran perempuan adalah tidak bekerja untuk mendapatkan upah.
Pemahaman seperti itu tidak terlepas dari ideologi Eropa dan stereatip jender,
yailu perempuan hanya bekerja di rumah dan laki-laki adalah pencari nafkah.
> Dalam masyarakat patriarkis, kerja perempuan dilihat sebagai hal yang
sekunder dan dianggap sebagai “ bagian alami * dari peran biologisnya,
seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga.

D. KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA

Pada tanggal 24 Juli 1984 pemerintah Indonesia mengundangkan UU
No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of All
Form of Discrimination Against Women ) dengan reservasi terhadap Pasal 29
ayat ( 1) fentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau
penerapan konvensi tersebut. Ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 ) menyatakan,
bahwa setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai
penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui
perundingan diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara
negara-negara tersebut. Apabila dalam enam bulan sejak tanggal
permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai
penyelenggaraan arbitrase tersebut, salah satu dar pihak-pihak itu dapat
menyerahkan perselisihan tersebut kepada Mahkamah Intemasional
mengenai permohonan yang sesuai dengan peraturan mahkamah itu.

Dalam penjelasan atas UU No 7 Tahun 1984 tersebut, khususnya
dalam Pasal 1, antara lain dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak
bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada
prinsipnya Indonesia  tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk
mengajukan perselisinan internasional kepada Mahkamah Intemasional
manakala Indonesia tersangkut dalam suatu perselisihan dengan negara lain.

Jauh sebelum konvensi tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita itu disepakati, PBB ( Perserikatan Bangsa-

5 R Bleier, Science and Gender, Pergamon Press, Oxford, 1984, hal. 139
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‘ dengan pembentukan Ko ]
N Commission O the Statusof Women ) Nll

kepentingan W mdeka“mla’as‘ka" piagam Hak Asasi Manugja
wn 1948, PBB a orang perhak atas semua hak dap
s piagam Hak Asasi, tanpa pembedaan

e .
kebebasan sepert ditetapkan P?l;.“is kelamin, bahasa, agama, politik atay

usul k an atau kemasyarakatan. hak mili
W" _ lain, i Kemudian pada tahun 1954, Majelis
kelahiran ataupun lcedudUka:‘ ;g’r::(')r 843 ( IX) mengamati, bahwa dalam
Umum PBB dengan _';sm nduk pada hukum yang sudah tua. kebiasaan
kehidupan wanita dengan apa yang tercantum dalam piagam

idak konsisten :
B i i o
hapuskan hu _
mendiskriminasi 5 m. r?&eskipun demikian sampai tahun 196_3
Maielis Umum iskriminasi terhadap perempuan masih
; ; : mrb;:;? g;:;]era dibuat suatu rancangan Dekarasi
- Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada tahun 1966 Komisi
Kedud anita menyampaikan suatu rancangan kepada Majelis Umum,
e i isertal usul-usul penyempurnaan
kemudian mengembalikan disertai dengan us peny
s pada tahun 1967 Majelis Umum menyetujui Dektgrasx Penghapusan
Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah disempumakan itu untuk menjarmii
% i ra faktual adanya
adanya pengakuan secara universal dalam hukum dan seca afa
prinsip persamaan antara |akiJaki dan perempuan ( Resolusi 2263 ( XXl )_ ).
Pada tahun 1970, Majelis Umum mendesak adanya ratifikas atau
aksesi pada instrumen inferasional yang relevan den_qan persoa!ag
kedudukan wanita. Kemudian pada tahun 1972, Sekretaris .Jendrall P'E;i
menanyakan pendapat pemerintah negara-negara an%gkota rrgeggﬁn;l} ST;‘B{
dan isi instrumen baru tersebut. Disamping itu Dewan EXONOM
ECOSOC )menunjuk suatu kelompok kerja yang terdin dari 1_5 orand ungﬂ*{
mulai menyusun suafu konvensi pada tahun 1973. Kegiatan ?elseang
didukung dengan suatu seruan oleh Konferensi Dunia | teniang wanita ¥ ¥
diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975 agar diadakan pers;e;?ma
dan diterimanya konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap v; s
yang disertai dengan prosedur efektif untuk pelaksanaannya Pada antuk
1977, Majelis Umum menunjuk suatu workinggroup of the whole

. m
melanjutkan rancangan konvensi. Akhimya pada tahun 1979 Majells ymd

menyetujui rancangan Konvensi dan meng

PBB untuk meralifikasinya, dan pada tahun
dinyatakan berlaku setelah 20 negara menyetujuinya.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminas
Wanita tersebut menekankan pada kesetaraan dan keadilan
dan perempuan ( equality and equity ), yaitu adanya persamaan
kesempatan, serta perlakuan di segala bidang dan segala
Konvensi tersebut mengakui adanya : e

1. Perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan pria;

2. Perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender
yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian tersebut e
berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat,
maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam
memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa
peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara
menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam
pembangunan di semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang
untuk menikmati manfaat hasil-hasil pembangunan secara sama
dengan pria, dan peluang untuk mengembangkan potensinya
secra optimal;

3. Perbedaan kondisi dan posisi antra wanita dan pria, dimana
wanita ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena
mengalami diskriminasi atau menanggung akibat kaarena
perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan
masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.

Apabila ditelaah secara mendalam, konvensi tersebut didasarkan

pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif;

2. Prinsip non-diskriminatif antara wanita dan pria; dan

3. Prinsip kewajiban negara.

E. IMPLEMENTAS! KONVENS! TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA
'BENTUK DISKRIMINAS| TERHADAP WANITA DALAM HUKUM
INDONESIA

Tindakan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan UU No. 7 Tahun 1984

menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berani memasukkan ketentuan-

ketentuan internasional tentang hak-hak wanita dalam sistem hukum
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(7%6) arcuUmEATUM, Vol uan dalam konvensi tersebut dalam semug
ketentuan-ket?;'ang ekonomi, politik, sosial, dan budaya,
bidang kehidupan, terutara E'esetaraan dan keadilan yang menjadi jiwa ¢
Sebenamya pnnslg. krminasi terhadap wanita tersebut di giac
konvensi penghapusan dis ara Indonesia. Undang-Undang Dasar

. n

Iah hal baru bagi ";ﬂ";:nq:::esgah abad lalu telah mencantumkannya
kita yang d'mz?fy:air‘( 1;3} yang menyalakan bahwa semua 0rang mempunys
dalam Pasal :

eduduka i m. Begitu juga dengan Undang-Unda

. o samét]egltarz;klget;’::dnan%alam Pasal 31 ayat (1) Undanr:;q

Nomor 1 Tahun 19?4 uskan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa hak
'dlr‘u’;ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suam;

e dan pergaulan hidup di masyarakat. Pasa| 35

5 3 '

dayatalam keh!d}lpal‘l mgnfrgt:zzgﬁ, bahwa harta benda yang diperoleh selamg

perk (‘:raLlru:;j:di harta bersama, dan mengenai harta bersama tersebyf,
awi

ictori i tas persetujuan kedua belgh
e o T '::e?1gapitett§1?lgmakd:|am "GBHN 19931998 g
mengemghak : ii:;l bah:); wanité, baik sebagai warga negara maupun sebagai
umber :aya irlsani pembangunan, mempunyai hak dan kewa||han_seda
:esempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segalg bld.ans_;.
Rumusan tersebut menunjukkansbahwa GBHN-pun mengakui prinsip
gtaraan laki-laki dan perempuan.
< Dex:ggl:?xi:egaﬁﬁigsi Kﬂnvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita tersebut, Indonesg, n_menurut hukum
intemasional, berkewajiban melekukan berbagai  lindakan  guna
melaksanakan semua ketentuan dalam konvensi, diantaranya:

1. Membuat peraturan perundang-undangan yang .tepat,. dan
peraturan-peraturan lainnya, termasuk sanksi—sanksmyq dimana
perlu, melarang semua bentuk diskriminasi terhadap wanltfa;

2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wgmta atasg
dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan
pemerintahan yang lain, perindungan wanita yang efekif
terhadap tiap tindakan diskriminasi: o

3. Tidak melakukan suatu ftindakan atau praktek disknm_lnaS;
lerhadap wanita, dan uniuk menjamin bahwa pejabat-pejabd

" Tapi Omas lhvomi, Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Warild

Dalam Tapi Omas Ihromi dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanité
Alumni, Bandung, 2000, hal_ 64

o
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pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai
dengan kewajiban ini; ¢ .
4. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah dan

menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-

kebiasaan, dan praktek-praktek yang ada, merupakan
diskriminasi terhadap wanita. f

Meskipun dengan jelas telah disebutkan dalam Konvensi Wanita
bahwa pemerintah negara harus menjamin supaya wanita '
perlakuan yang setara dengan pria, fakta-fakia menunjukkan terjadinya
diskriminasi yang berkelanjutan terhadap wanita. Berbagai tindakan
diskriminatif terhadap perempuan dapat kita dengar dari

percakapan, kita baca dari surat khabar dan majalah, dan bahkan dapat kita
lihat sendiri di sekeliling kita. Tindakan diskriminatif tersebut ftidak hanya
terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan politik
kenegaraan, sosial budaya, dan ekonomi produktif.

Dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan yang dilakukan oleh
perempuan ( istri ), seperti memasak, mengurus rumah tangga, mengurus
anak dan berbagai keperluan suami seringkali tidak diperhitungkan sebagai
sumbangan bagi ekonomi keluarga. Dalam catatan statistik pemerintah, ibu
rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan, padahal justru karena istri
yang rela membanting tulang mengurus rumah tanggalah maka suami dan
orang lain dapat tetap bekerja. Hal lain adalah anggapan bahwa anak laki-laki
sebagai penerus keturunan dan jaminan hari tua sedang anak perempuan
tidak demikian. Pada keluarga-keluarga yang masih kolot, akses anak
perempuan atas pendidikan sangat dibatasi. Hal itu berbeda dengan anak
laki-laki.

Dalam konsep kehidupan rumah tangga yang dirumuskan dan
dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, norma bahwa suami
sebagai kepala atau pemimpin keluarga masih dipegang dengan kuat. Suami
dianggap sebagai orang yang paling mengetahui apa yang baik dan yang
buruk bagi keluarga itu, sedangkan isteri harus tunduk tanpa reserve apapun
pada sang suami.

Konvensi Wanita sebenamya juga telah mengakui hak-hak politik
perempuan, yang dalam Pasal 7 disebutkan beberapa hal, yaitu :

1. Menjamin persamaan hak untuk memilih dan dipilih;

2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah
an implementasinya;

3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala
fungsi pemerintahan di semua lingkat;
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¢ pgmumpulan non—perpgerintah Var
idupan masyarakat dan politik negara,
Konvensi Wanita di atas, pemerintah Indonesia jyqx
: PBB tentang Hak-Hak Politik Pere_rnpuan dey

- Nomor 68 Tahun 1956. Undang-undang ini antara [

vai hak untuk memberikan suaranya dalam
pur syara{-sya rat yang sama dengan pria, tanpa g
oy s | P 10 'i.

- diskiminasi( Pasal e llihan dalam semua badan-badan
i ih untuk pemilinan dalar
. wmmm didiikan oleh pemerintah negara denqan
[ pemiihan "l"mu" sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasj (-

~ Semua ketentuan mengenai hak politik tersebut di atas menunjukkan,
bahwa fidak ada satu peraturanpun yang mendiskriminasi hak perempuan
untuk berpartisipasi di bidang politik. Pada kenyataannya, dalam ham_
semua pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, pilihan perempuan
bukaniah merupakan pilihan yang mandiri, tetapi ikut suami, ikut atasan alal
ikut feman. Perempuan lebih banyak dilihat sebagai pelengkap penderita dan
bahkan lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat untuk memobilisasi suare
selama pemilihan umum. Mereka yang kebetulan terpilin untuk duduk di
partemen atau jabatan politikpun hampir-hampir tidak dapat berperan, karend
wwwbenar-benarmembe!enggunya. | ‘01."
e inasi politk tethadap perempuan pernah pula dialami oléh
Ws“ﬂm Putri, yang pada pemilihan umum tahun 1999 partai !
dipimpinnya memenangkan pemilihan. Banyak kalangan yang meragukan
wm- 29 Megawati sebagai presiden. Mereka yang menentand
| 20 Sl WW presiden bahkan mencoba menggunakan 2jal
R P w‘mﬂ ekonomi produktif, diskriminasi
U t diihat dalam qunig kerja. Lowongan kerja yang tef

élva adalah pekerjaan. pekerjaan yang berkaitan #
l-t"':’““"’ﬁflﬂf=1n syarat pencari kerja harus %

A

menikah. Ketika sudah
yang telah berubah tersebut
bujangan, karena pemberi

keluarga.

F. Penutup ¥ r%
Tindakan pemerintah dengan meratifikasi K
Hak-Hak Politik Perempuan dengan Undang-Undang
dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentt
Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
merta merubah penghargaan dan pengakuan kesetaraan
perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan masih saja
dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan
budaya, ekonomi produktif, dan bidang-bidang lainnya. Karena
terhadap perempuan tersebut berakar pada ketidak-adilan gender,
agenda utama yang harus dilakukan untuk menghapus diskriminasi te

adalah dengan menghilangkan segala faktor yang menyebabkan terj:
ketidak-adilan gender. -
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KEKERASAN TERHADAP ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Oleh:

Dwi Sriyantini*

ABSTRAK
Kekerasan yang terjadi pada anak (child abuse) pada dasarnya
merupakan  bentuk-bentuk pengabaian atas hak-hak anak
sebagaimana diatur dalam uu Perlindungan Anak, yaitu UU Nomor
23 Tahun 2002. dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan
tersebut disadari atau tidak telah menyebabkan anak-anak kehilangan
hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada

gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupannya dikemudian
hari.

PENDAHULUAN

Berbicara masalah anak, berarti kita berbicara mengenai masa depan
bangsa. Karena sebefulnya apa yang kita perbuat kemarin, apa yang kita
rintis hari ini dan apa yang kita rencanakan untuk masa depan adalah
sepenuhnya untuk menyiapkan kehidupan mereka.

Namun sisi lain yang harus kita pahami dan sadari adalah status dan
kondisi - anak-anak Indonesia adalah paradoks. Mengapa? Secara ideal
anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Namun secara real,
situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang
senarusnya diwamai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan
minat serta bakatnya untuk masa depan realitasnya diwarnai data kelam dan
menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.

Krisis multi dimensi yang mendera Indonesia sejak tahun 1997
sangal memukul kehidupan anak-anak. Menurut Data BPS 2003 terdapat
3.488.309 anak terlantar usia 5 - 18 tahun, balita terlantar 1.178.820 dan
anak nakal 193.155. Sedangkan Data Kasus KDRT di Jawa Timur yang
merupakan kompilasi data PPT, LPA, WCC,dan lain-lain menunjukkan :

— . Jiiti 1 sy DU
" Dwi Sriyantini,SH. adalah dosen STIH Jenderal Sudirman Lumajang
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. ial (PSK)
a Seks Komersta
Berdasarkan Data P eke.']: 14979 PSK 4‘08; A\YfLLi\
Jawa Timur 8440 PSK 2.329 A

Di luar Surabaya indungan Anak, Malang 1-3 Agustus 2006)
(Draf. E?;eﬁakﬁhf?mﬁgggmaﬁ data kekeralse'm terhadap perempyan dan|
anak di Kabuape?len Lumajang untuk tiga tahun ini adalah : |

: 21 kasus
;:hhun% : 28 Kasus
un .
Tahun 2006 (Awal Desemb_er} : 26 kasus
(Sumber RPK Palres Lumajang)

Berdasarkan data tersebut di atas jelas terlihat ‘dan nampaknya kila|
perlu menyadan bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhang, |

Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut .'.;-.-,-I::-yak_plhak. Mereka|
bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, meffr kan juga l_anggunq
jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh . =nanya opllmahsas!I
peran orang tua, negara dan pemerintah serta masyar=ial terutama melalul

saat ini-hadir punya
mngkin  memangkas’
mengupayakan |

LSM, para pendidik, khususnya para Guru PAUD yang
tempat strategis untuk mengeliminir dan bahkan 1
kekerasan yang teriadi pada anak sehingga dapet
kesejahteraan bagi anak-anak dimasa mendatang. |
APAKAH HAK DAN KEBUTUHAN ANAK ? '
Menurut Convention on the Right of the Child / Konvensi Hak Anak|
yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres Nome!
o0 Tahin 1990 yang Kemudian ciadiopsi dajanm Perfindungan Anak U
Nomor 23 Tahyn 2002, anak diartikan, sebagai seseorang yang belum berusé]
18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. n
Sedangkan dalam () Perkawinan kita UU Nomor 1 Tahun 19n
Menetapkan usia minjma| uniuk menikah adalah 16 untuk perempuan da‘

ARGUmENTUM, Vol §No.2, uni 2007
dan 18 tahun untuk lelaki. Sementara ity UNICEF mendefinisikan anak
sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. UU RI
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa
anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Hak Anak

Sebelum berlakunya UU Perlindungan Anak, Hak anak yang ada
sebagaimana tersebut dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi
melalui Keppres Nomor {
memandang ras, jenis kelamin, asal-usyl keturunan, agama maupun bahasa,
mempunyai hak-hak yang mencakup 4 bidang, yaitu :

1. Hak Atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup
yang layak dan pelayanan kesehatan.

2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi,
waktu luang, kegiatan seni
berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan,
perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak Perlindungan, mencakup perfindungan atas segala bentuk
eksploitasi, perakuan kejam, dan perlakuan Sewenang-wenang
dalam proses peradilan.

4. Hak Partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat,
berkumpul dan berserkat, serta hak untuk ikut serta dalam

pengabilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Huraerah, 2005 -
21-22)

;UU Nomor 23 Tahun 2002, maka perlindungan bagi anak Indonesia

telah  memiliki  landasan hukum  yang Iebih kokoh.  Bahkan
penyelenggaraannyapun didasarkan atas prinsip-prinsip dasar KHA, yang
meliputi :

1. Non Diskriminasi. artinya semua hak yang diakui dan terkandung
dalam KHA harus diberlakukan  kepada sefiap anak tanpa
pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan cerminan dari prinsip
universalitas HAM.

2. Best Interest of the child (yang terbaik bagi anak), artinya bahwa
dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang
terbaik bagi anak harusiah menjadi pertimbangan utama.
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3. Survival and Development (kelangsungan  higyp b
perkembangan anak), artinya bahwa hak hidup yang meleg pad
dii setiap anak haruslah diakui dan bahwa hak anak a
kelangsungan hidup dan perkembgngaqnyg h_arus dijamin. Prinsip i
merupakan pencerminan dari prinsip indivisibility HAM.

4. Respect for the views of the child (penghargaan terhads
pendapat anak), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika
menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perly
diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Kebutuhan Anak
Setiap anak sebagaimana manusia lainnya memiliki kebutuhan:
kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga ia dapat tumbuh

dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Brown dan Swanson
(Muhidin, 2003 : 3 ) mengatakan, bahwa kebutuan umum anak adalah
perindungan  (keamanan), kasih-sayang, pendekatan/perhatian  dan
kesempatan untuk terlihat dalam pengalaman positip yang dapal
menumbuhkembangkan kehidupan mental yang sehal. Sementara itu

Huttman dalam Muhidin (Huraerah, 2005 : 27) memerinci kebutuhan anak
meliputi :

1. Kasih sayang orang tua

2. Stabilitas emosional

. Pengertian dan perhatian

. Pertumbuhan kepribadian

. Dorongan kreatif

. Pembinaan kemampuan intelektual dan ketrampilan dasar
. Pemeliharaan kesehatan
Pemenuhan kebutuhan makanan,
memadai.

9. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan pasif.
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan,

XN DO s w

pakaian, tempat tinggal yang sehat

MENGAPA TERJADI KEKERASAN TERHADAP ANAK 2

Beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap
anak menurut Edi Suharto ( 1997 : 366-367 ) disebabkan oleh factor internal
yang bersumber dari anak itu sendfn maupun ekstemg yang berasal darl
kondisi keluarga dan masyarakat sekitamnya, sepert; -

= — ‘“‘f

ARGUMENTUM, Vo, 6 No, 2, Juri 2007

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laicu.,

autisme, anak teraly lugu, memiliki temperamen lemah, ketai
) . ketaidaktahuan
anak gkgn hak-haknya, anak terialy bergantung pada orang dewasa,

dan banyak anak.

3. keluarga tungggl atau broken home, misalnya perceraian, ketiadaan
lbu/ayah untuk jangka panjang yang fidak memenuhi kebutuhan anak
secara ekonomi,

4. Keluarga yang belym matang secara psikologis, ketidakmampuan
mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak
diinginkan (unwanted child), anak yang lahir diluar nikah.

9. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atay kedua
orangtua, misalnya tidak Mampu merawat dan mengasuh anak karenan
gangguan emosional dan depresi.

6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua yang semasa kecilnya mengalami
perlakuan salah cenderung memperiakukan salah anak-anaknya.

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukimam kumuh, tergusumya
tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi,
pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat
hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sedangkan menurut Kusnandi Rusmil (2004 : 60 ) penyebab atau

resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak terbagai atas 3

faktor, yaitu :

1. Faktor orang tua / keluarga
Faktor ini memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan
penelantaran pada anak, hal mana disebabkan karena
a. Praktik budaya yang merugikan anak

b. Dibesarkan dengan penganiayaan

c. (Gangguan mental

d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun social(khusus
mempunyai anak sebelum 20 tahun)

e. Pecandu napza

2. Faktor lingkungan social / komunitas

a. Kemiskinan

b. Kondisi sosil-ekonomi rendah R

. Adanya nilai dalam masyarakat, bahwa anak adalah milik ;0 an
sendiri 8
d. Status wanita yang dipandang rendah
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i |
. System keluarga patriarchal
: Nli:ai masyarakat yang terlalu individualis
4 F:kto;::::;tt: szg(rj\gguan perkembangan, menderita penyakit kronig
' disebabkan
Ketergantungan

' impang pada anak.
3 Pﬁ;ﬁ;ﬂgﬁ;ﬂf&f Jg.l %elies (2004 : 4 - 6) kekerasan terhadap anak

jadi i akibat kombinasi dari berbagai fakctor, yaitu personal, somal:
Leaqnag:ﬂ?ﬁrt:aﬁgigaktor—foktor tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori
utama, yaitu :
1. Pewarisan kekerasan
Transmission of violence)
2. Stress Sosial/Sosial stress .
3. lsolasi Sosial dan keterlibatan masyarakat bawah (Social
isolation and law community involvement)
4. Struktur keluarga ( Family structure )

antar  generasi  (intergenerational

BAGAIMANAKAH DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ?

Menurut Valerie Bivens anggota Social Worker for Child Protective,
California sebagaimana dikutip Dave Pelzer (Priatmoko, 2003 - 161), bahwa
masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh child abuse.
Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pendapat pakar sebagai berikut.

Kusnandi Rusmil (2004 : 61), mengemukakan bahwa anak-anak yang

menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan Penelantaran menghadapi
resiko :

1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (dropt-out dari sekolah)
4. Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak
5. Menjadi gelandangan
Sedangkan menurut hasil penelitian YKA| (Yayasan Kesejahteraan
Anak Indonesia) menyimpulkan, bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak
kehilangan hal-hal yang paling mendasar dqlam kehidupannya dan pada
gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari,
antara lain :
1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar

e
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3. Gangguan emosional
kepribadian

4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai
atau mencintai orang lain

5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan
baru dengan orang lain.

Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal

Menjadi penganiaya ketika dewasa

Menggunakan napza

9. Kematian ( Edi Suharto, 1997 : 367-368 )..

Gambaran yang lebih jelas tentang efek tindakan kekerasan pada
anak bisa juga dilihat dari penjelasan Moore (Nugroho, 1992 - 41) yang
mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan
psikologis. Diungkapkan, bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian
luas dan secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu
ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi. ada yang menjadi
sangat pasif dan apatis, ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa
yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang
tuanya (parental extension), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri
(chronically law self-esteem), ada pula yang sulit menjalin relasi dengan
individu lain, dan yang lebih parah adalah timbulnya rasa benci pada dirinya
sendiri (self-hate) karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah
sehingga menyebabkan penyiksaan  terhadap dirinya, dan akhimya
menimbulkan tindakan menyakiti dirinya sendiri seperti bunuh diri dsb.

Selain akibat psikologis tersebut, Moore juga menemukan adanya
kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, juga
rusaknya system syaraf. dan sebagainya.

Dari uraian di atas jelas terlihat dampak dari tindakan kekerasan
terhadap anak begitu mengenaskan. Mungkin  belum banyak orang
menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan
kerusakan emosional anak.

Misalnya anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun
ditengah malam dengan menjerit ketakutan,
psikosomatik,

bahkan menjurus  pada gangguaﬁ

) e

Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung sangat agresif
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e aling menyedihkan adalah bahwa anak perempuan

_ Yam a anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan

3 nci pria), sedangkan angk qur-lak| kemudian

e bmaiﬁmnyar:ai untuk memykul isterinya.
et m wanita bercerita bahwa ia akhimya memutuskan untyk
meninggalka gk n suaminya ketika melihat anak lelakinya yang berumur 8 tahun
menganiaya adik perempuannya. “Hal itu sungguh mem‘buatku marah. Saya
egang dia dan saya tanya, apakah dia mengetahui apa yang sedang
mannya la melihat kemata saya dan berkata : “Jika ayah dapat
melakukannya, demikian juga saya."(Nugroho, ?003 #7): _ '
Anak-anak memang selalu peka. Sering orangtua hdgk menyaqan
bahwa apa yang terjadi diantara mereka begitu mem_pengaruhl anak. Sering
dikatakan, anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalqm suatu rurqah
tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajar] anak begitu
cena dan berseri. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, b:asar_iya telah
terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orang tuanya. Sebagai wagia_h
sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nIl&I:
nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering mempengaruhi
perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah_
mengherankan jika anak-anak kemudian melakukannya begitu sering terjadi
dalam keluarganya, maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang "normal”

dan sudah seharusnya.

BAGAIMANAKAH STRATEGI UNTUK MENGELIMINER, MENCEGAH DAN
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG TERJADI
DISEKITAR KITA?

Strategi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah
kekerasan terhadap anak adalah mengeliminasi, mencegah dan menangani
secara terpadu dan menyeluruh melalyi -

1. Penguatan kapasitas kelembagaan
a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan jaringan aksi harys selalu
diperhatikan dan ditingkatkan agar komitmen dan langkah yang
dirumuskan betul-betyl diimplementasikan.
b.  Peningkatan SDM
c. 'Rmbanga" dan penguatan jaringan melalui pelatihan, fasilitasi
- Potensi masyarakat yang dapat mengambil peran.
. Melakukan evaluasi dan monitoring thd. Issue perlindungan anak.
ngkatan Kesadarar Masyarakat

a. Dalam bentuk pencegahan dan pe
anak yang menjadi korban.
b. Penanganan program berbasis keluaraga ¢
C. Melakukan komunikasi, informasi dan edu
kelompok rentan dan memungkinan munculnya
yang berasal dari masyarakat. '
3. Pengembangan dan Advokasi Penegakan Hukum
4. Pengembangan program aksi, melalu -
a. Pengembangan data dan informasi kekerasan te adz
b.  Pemulihan dan reintegrasi social bagi anak.
c. Peningkatan akses dan kesempatan pendidikan, keset
peningkatan ekonomi keluarga
5. Pengembangan partisipasi anak.

PENUTUP
Kekerasan yang terjadi pada anak (child abuse) pada
adalah merupakan bentuk-bentuk pengabaian atas hak-hak
sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu UU Nomor
2002. dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut disad:
tidak telah menyebabkan anak-anak kehilangan hal-hal yang
mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat s
pada kehidupannya dikemudian hai. -y
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CATATAN KRITIS BEBERAPA KETENTUAN

DALAM UU NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
Oleh:
BAMBANG SUYATNO'

ABSTRAK

Secara normatif, sebagian besar materi feknis penyelenggaraan
pemilu di dalam UU Pemilu legislatif dan UU Pemilu eksekutif
(presiden dan kepala daerah) tidak jauh berbeda satu sama lain.
Namun demikian, ada beberapa kekhasan yang membedakan
satu dengan yang lainnya. Hal yang penting dalam kaitan ini
adalah bahwa regulasi pemilu harus disusun sejelas-jelasnya dan
memberikan ketegasan pada seliap fahapan proses pemilu,
sehingga dapat menghindarkan terjadinya multi tafsir yang
merugikan berbagai pihak dan menghambat jalannya proses
pemilu secara keseluruhan.

A. Latar Belakang.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat.! Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (hasil
amandemen ketiga) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’, yang oleh Pasal 22 E
ayat (6) ditegaskan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan
melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah,
dan lembaga perwakilan daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Perwujudan kedaulatan rakyat memerlukan suatu undang-undang
yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) anggota

" Bambang Suyatno,SH. MH. adalah dosen STIH Jenderal Sudirman X
Lumajan¥ )

Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia l%ﬁ
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ilan rakyat dan daerah, guna terbentuknya |embaga_
m’ ,‘,;,a‘m,an"a,:kyat, ];embaga perwakilan rakyat dan daerah, Pemily
sebagai ai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna - menghasilkgn
pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimaksudkan untyy -

= dan terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat,
mht;n;aen;azkgg:;aéakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewa!) Perwakilan
Rakyat Daerah, yang mampu mencenmpkap nilai-nilai demokrasi serta dapat
menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk - kepentingan
daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan
bemegara. _ o

Melalui pemilu yang bersifat langsung, rakyat sebagai pemilih berhak
untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatj
nuraninya, tanpa perantara. Semua warga negara yang memenuhi
persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan
suaranya secara langsung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung
makna terfjaminnya kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga
negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status social, Setiap warga negara yang
berhak memilih bebas menentukan piihannya tanpa tekanan dan paksaan
dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin
keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani
dan kepentingannya. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihannya fidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa
pun. Pemilih memberikan suaranya pada syrat Suara dengan fidak dapat
diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

_ Sementara ity, pemilu perlu  diselenggarakan oleh penyelenggara
pemilu yang mempunyal integritas, profesionalitas dan akuntabilitas yang
i S, Sistematis, legitimate, dan akuntabel
dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Setiap penyeleggara pemilu
aparat pemerintah, peserta pemily, pengawas pemily ey pemilu’
pemilih, serta semua pihak yang terkait haryg bersikap dan berfingak ju}u}
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Sefiap pemilin dan peserta
pemilu mendapat periakuan yang sama, serta pebgg " dari kecu?gn o
dan/atau perlakuan yang fidak adil dari pihak manapyn Pemily hg S
dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lepih menjamin démiat ko a?s i
yang sehat, partisipati, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih fin m_pt;
memiliki mekanisme pertanggungiawaban yang jelas, 99i, dan
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Dalam sejarah pemilu di Indonesia, sistem perwakilan
(proportional representation / PR system) tampaknya telah menjadi p
yang dianggap paling mungkin (feasible). Pertimbangan penggunaan
proporsional yang selama ini dominan adalah agar suara rakyat
terbuang dan  proporsionalitas keterwakilan  politik mencer
heterogenitas keberagaman masyarakat dari segi etnik dan budaya serta
agama. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah adalah
pertimbangan lain di balik pilihan terhadap sistem proporsional. Sistem
proporsional yang diterapkan sejak orde bary hingga saat ini belum
sepenuhnya dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mumi mewakili
kepentingan rakyat. ‘
Kelemahan-kelemahan tersebut secara bertahap diperbaiki pada
masa transisi sejak pemilu 1999 dan pemilu 2004. Pada pemilu 1999,
kendati telah diperbaiki dibandingkan pemilu-pemilu orde baru, sistem pemilu
masih belum dapat menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar representatif
karena sistem proporsional yang beriaku bersifat tertutup. Kelemahan ini
diperbaiki relatif agak mendasar pada UU Nomor 12 Tahun 2003, dengan
ditetapkannya sistem proporsional terbuka. Akan tetapi kehendak untuk
menerapkan sistem proporsional terbuka tersebut cenderung bersifat simbolik
karena dalam praktiknya hampir semua calon anggota lembaga legislatif
(caleg) terpilih atas dasar nomor urut yang ditetapkan oleh pimpinan
partainya masing-masing. I
Sistem proporsional terbuka pada pemilu 2004 cenderung diberiakukan
secara inkonsisten dan setengah hati, sehingga masih belum dapat
memperbaiki kelemahan dan problem keterwakilan pada pemilu-pemilu
sebelumnya. Penentuan calon jadi atas dasar nomor urut merupakan dilema
paling mendasar dari sistem proporsional terbuka pada pemilu 2004.
Sebagaimana diketahui, pemilih dapat mencoblos tanda gambar partai dan
mencoblos nama calon. Karena sifatnya masih belum terbuka secara penuh,
maka sistem ini cenderung membingungkan pemilih, karena suara dianggap 4
sah apabila pemilih memilih tanda gambar saja, dan/atau tanda gambar
sekaligus nama caleg. Apabila pemilih hanya memilih nama caleg, maka
Suara dianggap tidak sah. Dengan tata cara pemilihan seperti itu,
secara formal sebenarnya sistem yang berlaku masih cenderung pad
proporsional tertutup daripada sistem proporsional terbuka. Berkaitan
hal tersebut maka tulisan ini akan difokuskan dalam tiga
yakni : -
1. Bagaimana mekanisme pencalonan
konsep” terbuka dan demokratis” ?

i

afa
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konsisten? Pevaarala‘r!-persyarala-n yang ada cederung mengabaikan aspek
. -a roporsionalitas nilai kursi legislatif dan besaran daerah dan kapabilitas calon serta belum mengarah pada persyaratan yang be
- is:?n?:irl?::'? : fungsional, dalam arti profesionalitas caleg terhadap fungsi-fungsi yang

dilaksanakan setelah menjadi anggota legislatif.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang diterapkan pada pemilu
2004 yang lalu, telah menghasilkan anggota legilatif yang baru. Namun
demikian, hasilnya belum menunjukkan peningkatan kualitas anggota
legislatif dari hasil pemilu sebelumnya. Salah satunya disebabkan karena
persyaratan calon sifatnya masih adminstratif, abstrak dan sulit diukur. Hal ini
misalnya menyangkut persyaratan bahwa seorang calon anggota legislatif
harus mempunyai ijazah SLTA atau yang sederajat. Ukuran akademis yang
dipakai sebagai syarat latar belakang pendidikan calon wakil rakyat hanya
pendidikan formal setingkat SLTA. Sementara itu, keahlian, pengalaman
berorganisasi maupun kecakapan teknis lain yang dianggap periu sebagai
faktor pendukung suksesnya kerja sebagai wakil rakyat, sama sekali tidak
menjadi bahan pertimbangan. Dampaknya, pemilu masih belum dapat
menghasilkan calon-calon yang memiliki performance dan kapabilitas yang

4
|
-
k3, |
. |

B. Mekanisme Pencalonan Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2003,
Akibat mekanisme pencoblosan yang masﬂj mengabsahkan pemilihan
pada tanda ganbar partai poliik, maka mekanisme pencalonan anggota
legislatif menjadi kurang kompetitif. Sebab calon yang menempazl _norflor urut
atas (potensi untuk tepilih), meski yang bersangkutan hanya | diam”, lebih _
berpeluang besar terpilin, sementara calon yang ,menempr:_itl nomor urut.
bawah harus berjuang keras agar memeperoleh dukungan dari kon;tnuen._[_m
samping itu, pada kenyataannya, daftar nomor urut yang potensial terpilih
sebagai calon jadi lebih ditempati oleh pengurus-pengurus partal, sementgfq
yang bersangkutan belum tentu dikenal oleh konstituen dan memiliki
kapabilitas yang memadai. Dengan sistem pemilihan seperti itu, ada gejala
bahwa partai-pariai dan para pengurus partai lebih diuntungkan, karena

merekalah yang potensial mendapat aksesibilitas untuk duduk di parlemen.

Karena posisi strategis (nomor urut yang potensial terpilin) pasti
hanya zkan ditempati oleh elite dan pengurus partai. Kurang tegasnya
mekanisme pencalonan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 yang
hanya menekankan proses dilakukan secara "terbuka dan demokratis” itu
sendiri, menyebabkan pengurus partai masih dominan dalam pencalonan
anggota legislatif.

Sementara itu, mekanisme pencalonan yang prosesnya kurang
transparan kepada publik, memberikan peluag terjadinya money politics,
sehingga meskipun UU No. 12 Tahun 2003 telah mengatur bahwa
pencalonan calon wakil rakyat hanya dilakukan oleh atau melaui partai politik
(dengan memenuhi persyaraian dan dilakukan secara terbuka dan

demokratis), namun dalam prakiiknya, secara terselubung sering terjadi

penyimpangan. Partai-partai yang telah mapan pola rekrutmen
lebih dikuasai oleh elite dan pengurus partai, sementara parr{;i;:;gie;g%
kesulitan dalam mencari kader yang akan dicalonkan, Sejgin itu, cenderung
ada manipulasi data calon atau kecurangan lain dalam penempatan nomor
urut pada daftar calon tetap.
Hal itu salah satunya disebabkan oleh kriteria rekmuitme
anggota dewan oleh partai-partai politik masih bersifat adminstrati
|dealnya ada kaitan antara syarat-syarat menjadi calon anggé?slflggeiﬁ:?i'f
dengan fungsi dan tugas keparlemenan yang akan diemban ofgp, caleg.

N pencalonan

lebih memadai, berkaitan dengan fungsi sebagi legisiatif yang diembannya.

Kualitas representasi dan akuntabilitas para wakil rakyat terutama

ditentukan oleh kualitas proses rekruitmen dalam pencalonan anggota
lembaga legislatif. Mengingat hakikat anggota lembaga legisiatif adalah
representasi atau wakil rakyat, maka keterlibatan dan atau akses rakyat
dalam proses pencalonan merupakan suatu keniscayaan. Ruang lingkup
agenda penataan kembali proses pencalonan yang dapat dilakukan adalah :

1.

Pemberian kesempatan bagi warga negara untuk menjadi calon
anggota legislatif melalui pengumuman pendaftaran bakal calon anggota
lembaga legislatif secara terbuka oleh setiap partai peserta pemliu;

Pemberlakuan persyaratan kualifikasi kompetensi tertentu bagi para
bakal calon anggota lembaga legislatif, sehingga persyaratan pencalonan
tidak semata-mata bersifat administratif; .

Penyusunan daftar bakal calon anggota legislatif oleh setiap parte
politik peserta pemilu dan diumumkan kepada masyarakat untuk
mendapat masukan penyempurnaan dengan tujuan untuk memperol
bakal calon yang benar-benar layak guna dimasukkan ke dalam
calon anggota legislatif;

Pemberlakuan kewajiban bagi partai peserta
menyempumakan daftar bakal calon anggota lembaga
setelah mendapat masukan, saran atau kritikan dan ]
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paian oleh partai politik kepada KPU/KPUD sebagai bahan
pényusunan DCS ( Daftar Calon Sem_eniara);
5. Pemberlakuan kewajiban bagi KPU untuk mengumumkan DC§
sekurang-kurangnya selama dua minggu sebelum pengumuman Dafar
Calon Tetap (DCT). Pengumuman DCS mendahull_u'DCT memberikan
n bagi masyarakat untuk menilai rekam jejak caleg sebelum

ditetapkan secara final dalam DCT.

C. Penerapan Electoral Threshold Menurut Undang-Undang No.12 Tahun
2003.

Upaya untuk memperketat persyaratan partai peserta pemilu melalui
electoral threshod (ET) telah diberakukan sejak pemilu 1999. Namun pada
kenyataannya, ketentuan ET ini masih cenderung dipermainkan oleh partai-
partai politik. Praktik yang berfaku pada pemilu 2004 memperiihatkan
kenyataan sejumlah partai yang memanfaatkan ketentuan ET untuk “lahir
kembali® sebagai partai baru agar dapat mengikuti pemilu berikutnya.
Artinya, sepanjang ketentuan administratif sebagai parpol peserta pemilu

dapat ferpenuhi sesuai undang-undang, maka partai politik yang gagal ET ’

tersebut tetap akan menjadi peseria pemilu. Partai politik yang pernah ikut
pemilu 1999 fetapi gagal memenuhi ketentuan ET dengan mudah menjadi
peserta pemilu untuk pemilu 2004. Dengan demikian, ketentuan electoral
threshold dengan mudzh diperdaya melalui penggantian nama partai
menjelang pemilu. Penggantian nama partai baru menjadi jalan pintas,
sehingga yang terjadi adalah seolah-olah lahir partai baru peserta pemilu,
padahal partai tersebut hanyalah metamorfosis partai lama yang tidak
memenuhi electoral threshold pada pemilu sebelumnya,

Penerapan ET yang feralu longgar dan cenderung mudah

dimanipulasi pada akhimya justru akan menciptakan fingkat fragmentasi
partai yang relatif tinggi di parlemen dan kurang dapat mendorong upaya
penyederhanaan partai politk. Dengan kata lain, walaupun jumiah partai
peserta pemilu berkurang, namun Undang-Undang No 12 Tahun 2003 kurang
dapat mendorong terjadinya pembatasan partai-partai yang memperoleh kursi
di parlemen, sehingga kebutuhan akan hadimya partai mayoritas fidak terjadi.
membentuk partai politik baru karena lemahnya pengaturan Undang-undang
berdampak pada berlomba-lombanya para pengurus partai jama untuk
mendirikan partai politik baru dengan berubah nama, bendera dan simpol-
simbol lainnya, namun dengan garis besar identitas yang sama
Kecenderungan seperti ini pada dasamya inkonsisiten deng :

ey jan  tujuan

penerapan ET, karena semestinya partai yang telah gagal ET
peluang untuk mengikuti pemilu selanjutnya. :

Untuk  mencapai tujuan pemberlakuan ET,
dipertimbangkan bahwa pengurus partai yang partainya tidak lo
temyata yang bersangkutan kemudian membentuk partai politik
partai politik baru tersebut tidak dapat secara langsung mengikuti
berikutnya dan baru diperbolehkan ikut dalam pemilu setelah satu
(lima tahun), kecuali bergabung atau meleburkan diri dengan
yang lolos ET. Pengaturan yang ketat seperti ini diperlukan dengan
akan terciptanya penguatan sistem kepartaian di satu pihak dann
sistem presidensial di pihak lain.

Apabila penataan sistem kepartaian mengarah pada
suatu sistem multipartai sederhana maka pengefatan persyaralan
keikutsertaan partai dalam pemilu legislatif adalah suatu keniscayaan. Halini
perlu diagendakan bukan saja dalam rangka penyederhanaan |
pengelompokan politk DPR hasil pemilu, melainkan juga dalam upaya |
memperluas sekaligus memperkuat basis partai-partai peserta pemilu. Ruang
lingkup agenda pengetatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah: |
1. Memberlakukan persyaratan pendirian partai peserta pemilu

sekurang-kurang nya 12 (dua belas) bulan sebelum pemilu
diselenggarakan. Persyaratan ini diperiukan agar tersedia cuckup wakiu
bagi calon partai peserta pemilu memperluas jaringan organisasi serta
dikenal oleh masyarakat; 3
2 Mempertahankan ~ persyaratan  electoral threshold (ET) bagi
partai peserta pemilu legislatif berkutnya yang ditingkatkan secara
bertahap, dari 3 (tiga) persen untuk pemilu 2009 menjadi 5 (lima) persen
untuk pemilu 2014. Persyaratan ET 2(dua) persen pada pemilu.
memang berhasil mengurangi jumiah partai peserta pemilu
(empat puluh delapan) partai peserta 1999 menjadi separohn!
partai) pada pemilu berikutnya. Persyaratan ET 3 (tiga)
pemilu 2009 dan 5 (lima) persen untuk pemilu 2014 diharay
mengurangi jumlah partai peserta pemilu secara lebih s
3. Partai politik yang tidak lolos ET 3 % dapat
partai yang lolos ET dan meleburkan diri, atau |
T

T

g .'I )

persen, Argentina dan Bolivia3 persen,
masing- masing 2 persen. Lihat Lili Re
Masa Depan” . Jurnal Politika, Vol 2 ,
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i-partai yang juga tidak tidak lolos ET 3% hingga memenyh;
Sﬁg’%?alzeaduz mgetloge dimaksud sebagaimana telah diatur dj dalam
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahu_n 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD
ten/Kota.
4 MKR;e?:uept:pkan jumlah minimal anggota partai terdaftar sekurang- |
kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurar}g-kurangnya 111000 |
(satu permil) dari jumlah penduduk pada setiap kepengu_rusan di
tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan
dengan kepemilikan KTA ( Kartu Tanda Anggota).

D. Proposionalitas Nilai Kursi Legislatif Dan Besaran Daerah Pemilihan

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2003.
Saat ini, penentuan nilai kursi bagi anggota DPR, Undang-Undang |
Nomor 12 Tahun 2003 belum sepenuhnya memperhatikan aspek proporsi
jumiah penduduk, yaitu proporsi atau perbandingan antara daerah yang padat
penduduknya dengan daerah yang jarang penduduknya. Hal ini menimbulkan
ketimpangan nilai kursi, karena dalam praktiknya ada "kursi mahal” di daerah-
daerah pemilihan di jawa, dan *kursi murah” di daerah-daerah pemilihan luar |
jawa. Apabila dasar penentuan nilai kursi adalah jumlah penduduk, maka
perlu dikembalikan pada prinsip dasar yang sama, yaitu prinsip ” one person
one vote *. Dengan kata lain, nilai kursi pada tingkat seminimal mungkin tidak
terialu lebar kesenjangannya antara wilayah yang padat dengan wilayah yang
Jarang penduduknya. Hal ini karena pada dasamya, legislatif (DPR) mewakili
penduduk bukan mewakili wilayah, sehingga daerah yang jumlah
penduduknya lebih padat memiliki perwakilan politik yang lebih besar dari
pada daerah yang jarang penduduknya. ,
Demikian pula yang terjadi pada penetapan daerah pemilihan. dalam
hal ini penentuan daerah pemilihan kurang Mempertimbangkan perbaﬁdingan
anfara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dampaknya terjadi
ketimpangan besaran daerah pemilihan antarg jawa dengan uar jawa.
Meskipun kelemahan ini dikompensasi melalyi keberadaan lembaga DPD
yang didasarkan pada perwakilan wilayah, namun tetap tidak dapat
menyetarakan nilai kursi legislatif nasional anatar jawa |

= luar | is 4
perhitungan nilai kursi yang tidak mencerminkan kea g Does

dilan ant
(keseimbangan antara daerah yang padat penduduk denga gl doera

: i gan i
penduduknya), dipandang periu dikoreksi, dikembalikan pad 3N Jarang
semestinya, yaitu jumlah penduduk sebagai dasar dalam

kursi pada setiap daerah pemilihan.

@ prinsip yang
Menetukan nilai
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Salah satu fungsi utama pemilu di dalam sistem demokrasi adalah

mengubah suara rakyat menjadi kursi-kursi legislatif. Oleh karena ity setiap
kursi legislatif semestinya mem i nilai

Ruang lingkup agenda penataan yang bisa dilakukan di antaranya
adalah ;

1. Perubahan basis penghitungan nilai kursi sehingga nilai kursi
legislatif di Jawa tidak teraly timpang dengan nilai kursi di luar Jawa.
Argumen  bahwa perbedaan nilai kursi di jawa dan luar jawa
dimaksudkan agar terdapat keseimbangan perwakilan Jawa — luar Jawa
di parlemen ftidak relevan lagi karena telah dikompensasi melalui
keberadaan lembaga DPD yang jumlah wakilnya sama untuk setiap
provinsi;

2 Penataan kembali besaran daerah pemilihan atas dasar perubahan
basis perhitungan nilai kursi yang mendekati sama, sehingga jumlah
minimal dan maksimal kursi di setiap daerah pemilihan tidak teraly
timpang sebagaimana pemilu 2004.

Pada dasamya, sebagian besar materi teknis penyelenggaraan
pemilu di dalam UU Pemilu legislatif dan UU Pemilu eksekutif (presiden dan
kepala daerah) tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun demikian, ada
beberapa kekhasan yang membedakan satu dengan yang lainnya. Hal yang
penting dalam kaitan ini adalah bahwa regulasi pemilu harus disusun sejelas-
jelasnya dan memberikan ketegasan pada setiap tahapan proses pemilu,
sehingga dapat menghindarkan terjadinya multi tafsir yang merugikan
berbagai pihak dan menghambat jalannya proses pemilu secara keseluruhan.

Berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2004,
terdapat beberapa kendala fundamental terkait dengan sistem pemily,
pelanggaran atas persyaratan pencalonan dan mekanisme pencalona_n,
penyimpangan prinsip one person, one vote dan one value dan proses
penyelesaian sengketa pemilu, oleh karena itu periu penyesuaian pengatu
atau regulasi pemilu anggota lembaga legislatif, pemilu pr eside
presiden dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingg
konsistensi di antara berbagai regulasi pemilu tersebut.
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Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tah:

i i 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10  Tahun 200 entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2! eniang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 200 eniang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahui 2005 —
2025.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Permb-r ¢ inan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 — 2009,
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GD
TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBERCRIME)

TELAAH PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGANNYA
Oleh:
ABU ROKHMAD"*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya
yang belakangan menjadi fenomena menarik yang patut dikaji dari
aspek hukum pidana. Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi
perbas:‘s computer dan jaringan telekomunikasi ini dalam berbagai
literature dan prakteknya dikelompokan menjadi beberapa bentuk.
antara lain; Unauthorized Acces to Computer System ad Service,
lllegal Content, Data Forgery, Cyberspionage, Cybersabotage and
Extortion, Offense against Intellectual Property, dan Infringement of
Privacy. Bentuk kejahatan bary dengan modus operandi berbasis
teknologi informasi ini, perly segera ditangqulangi sebelum menjadi
nyata ancamannya. Langkah antisipasinya sudah berjalan, dengan
dibahasnya Rancangan Undang-undang Teknologi Informasi (RUU-
PTI). Konsep penanggulangannya dapat melalui penal policy tahap
formulasi/legislasi maupun aplikasi.

A. Latar Belakang: Suatu Perspektif

Teknologi media, telekomunikasi dan informasi yang lebih populer
dengan nama teknologi telematika sebagai teknologi pencipta hiper-realitas
(hyper-reality),! telah menjadi bagian fungsional di berbagai struktur
masyarakat. Realitas itu tidak sekedar sebuah ruang yang merefleksikan
kehidupan masyarakat nyata dan peta analog atau simulasi-simulasi dari
suatu masyarakat tertentu yang hidup dalam media dan alam pikiran
manusia, akan tetapi sebuah ruang di mana manusia bisa hidup didalamnya 2

" Abu Rochmad, S.Ag,MSi. adalah dosen TAIN Walisongo Semarang

Hiperrealitas (/yper-reality) adalah keadaan runtuhnya realitas, yang
diambi alih oleh rekayasa model-model (citraan, halusinasi, simulasi), yang
dianggap lebih nyata dari realitas sendiri, sehingga perbedaan antara keduanya
menjadi kabur. Lihat Yasraf Amir Pilian , Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas
Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme, (Bandung: .
Mizan, 1998), h. 14 _ _

? Burhan Bungin, Pornomedia: Konsrtuksi Sosial Teknologi Telematika dan

Perayaan Seks Media, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 3.
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oy iti di belakang, telah mat
‘Realitas’ yang nyata telah dltunggallfan li be : atay
.diburluh'R?Iiltuk k:ml?dtan digantikan dan diambil alih realitas yang bergigy

' ‘ ' bah berhaqs
i cyberspace® reality). Realitas virtual }giah mengubah berbagy -
glmu‘:]ha(man msnusia mengenai ‘realitas’ itu sendiri, khususnya realitas sogjq)

1 ity). Realitas sosial merupakan ekspresi dari tindak sosial (sogjg
m;,r?mkge:osfaf (social interracﬁgn) dap korr]umka:sl sqsml (social
communication). Akan tetapi, berbagai terminologi - sosiologis  tersehy
dihadapkan pada berbagai problem eplsternolqgm, bersgmaan dengan
hadimya dunia sosial yang dimediasi oleh teknqlogl yang bersifat virtual yang
menciptakan komunitas virtual (virtual community). . 3

Globalisasi informasi—khususnya perkembangan mutakhir teknologi
intemet yang telah membentuk ruang-nya sendiri (cyberspace)—ielah
membawa perubahan besar dan mendasar yang berpengaruh eerhad_ap
tatanan sosial dan budaya dalam skala global. Setidaknya terdapat figa
fingkat pengaruh tersebut: 1) tingkat individual (personal), 2) tingkat antar
individual (inter-personal) dan 3) tingkat masyarakat (social).5

Pertama, pada tingkat individu, cyberspace telah menciptakan.
perubahan mendasar terhadap pemahaman kita tentang identitas. Tegasnvya,
media komunikasi yang dijembatani oleh komputer telah melenyapkan batas
batas identitas. Di dalamnya setiap orang dapat pura-pura menjadi orang lain
seakan-akan menjadi beberapa orang yang berbeda pada waklu yang
bersamaan. Kekacauan identitas tersebut akan mempengaruhi persepsi
pikiran, personalitas, dan gaya hidup setiap orang. Dalam psikoanalisis
situasi seperti ini disebut R.D. Laing sebagai “diri terbelah (divided self) atau
oleh Lacan disebut disebut skizofrenia, Setiap individu di dalam komunitas
vitual dapat ‘membelah pribadinya menjadi - pribadi-pribadi yang tak
terhingga banyaknya.

Kedua, pada fingkat interaksi antarindividual (social interraction)
Pelkembgngan komuqika-si global seperti cyberspace telah menciptakan satu
situasi di mana terjadi hubungan sosial: Persahabatan, permusuhan
kejahatan, yang bersifat virtual. Bentuk-bent

. Lo Denuk-ventuk interaksi sogial tersebut
menciptakan semacam deferitorialisasi sosial, yakni interaksi sosial tidak

3 Cyberspace adalah sebuah ruang ilusif yang dibentyk melalui media
digital berupa bit-bit informasi dalam database komputer, yang menghasilkar,
laman-pengalaman halusinasi. Yasraf ..., Ibid, h, 13
* Yasraf Amir Piliang, Dunia Yang Berlari:
Digital, gakarta: Grasindo, 2004), h. 63-4.
Ibid, h. 65-7.

Mencay, Tuhan-nihan
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dilakukan di dalam ruang teritori . =
teritorial. yang nyata tetapi di dalam sebuah

Ketiga, Pada tingkat komunitas,
model komunitas demokratik dan terbuk
(imaginary community).

lembaga hukum. Setiap
penilai dirinya sendiri.
Perubahan yang terjadi dalam masyarakat maya adalah perubahan
sosial (reformasi atau revolusi), yang merupakan hukum alam serta setiap
saal dapat menimbulkan masalah bary yang belum ada presedennya.
Berbagai masalah dalam masyarakat maya yang muncul merupakan refleksi
dari realitas nyata. Termasuk ketika dunia inj rentan terhadap berbagai
masalah sosial, mulai dari pelanggaran norma susila (cybersex misalnya),
penyebaran virus sampai dengan kriminalitas di mayantara (cybercrime).

B. Cybercrime Sebagai Fenomena Dunia Maya

Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat,
melahirkan intemet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan manusia.
Internet yang didefinisikan oleh The U.S. Supreme Court ‘international
network of interconnected computers” telah melahirkan kemudahan-
kemudahan bagi setiap orang, bukan saja untuk berkomunikasi tapi juga
untuk transaksi bisnis kapan dan di mana saja.5

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan intemet fersebut
membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-
tindakan anti-sosial atau melawan hukum. Kejahatan yang lahir setmal
dampak negatif perkembangan aplikasi internet ini sering disebut cybercrime.
Tiadanya hukum yang mengatur kehidupan dunia maya telah disalahgunakan
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengembangkan modﬁ
operandi baru. FET o

Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan
Computer crime. The U.S. Departemen of Justice memberikan pe

sl

¢ Ari Juliano Gema, Cybercrime: sebuah Fenomena di C

http://www theceli.com/ dokumen/jurnal/aj | akses
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ar crime sebagai: “.....any illegal act requiring knowledge of Compype.
mcnx ﬁsp?ierpetraﬁon, investigation, or prosecution.” Penggr;?;
lainnya diberikan oleh Organization- of'European_Comm!Jmty DEVEIOpmemL
yaitu: “any illegal, unethical-or unayfhonzed be:hawqr relating to the autqmaﬁc-_;
processing and/ or the transmission of data.” Andi Hamzal) mendefinisiggp
“*kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagaj
penggunaan komputer secara ilegal.” . ' .
- Dari beberapa- pengertian-di atas, computer crime dirumuskan
sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memaksi
komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai obyek, baik untuk
memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara
ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum
yang dilekukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.8
Cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan
konvensional, antara lain:® 1) perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa
hak atau fidak efis tersebut terjadi di rung/wilayah maya (cyberspace),
sehingga fidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku
terhadapnya; 2) Perbuatan tersebyt dilakukan dengan menggunakan
peralatan apapun yang bisa terhubung dengan intemet; 3) perbuatan tersebut
mengakibatkan k_erugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang,
barang,‘ harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih
besar dibandingkan kejahatan konvensional; 4) Pelakunya adalah orang yang
menguasal penggunaan intemet beserta aplikasinya; 5) perbuatan tersebut
seningkali dilakukan secara transnasionay/ melintasi batas negara.
Istilah yang paling ditakuti di dunjg intemet saat inj adalah hacker
atau yang lebih tepat cracker. Dalam lteratur, hacking diartikan sebaga
7 Andi

Grafika, 1987), h. 5. pet-aspek Pidana di Bidang Kompye, (Jakarta: Sinar

3 ..
Al Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana
maan Komputer, cet. 1. (Yogyakarta: Un; dalam Penanggylangan
Ari Juliano Gema, ibid,

V. Atmajaya 1999), h. 4.
1 Istilah hacker pada awalnya (sekiitar tahun

positif, yakni seorang pakar komputer yang mep;;
menghasilkan program yang lebih Sempurna dar; Yang semy)
diharapkan. Sedangkan istilah cracker bermalkng “

a 72
yang dalam dunia komputer aksinya adalah membs:lﬂgecah kode

berfungsi sebagaimana mestinya (crack). Baca “Fom;ﬂlf:; aﬁd}:fr i

Pe

0 60-an) bermakna
iki keahlian
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penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem
Jaringan komputer secara melawan hukum (ilegal) atau tanpa ijin dari pemilik

sah jaringan komputer tersebut 11 Dalam sumber lain, perbuatan ini dikenal
dengan istilah computer trespass, seperti yang termaktub dalam pasal 9 A
(baru) Victoria Crimes Act yang berbunyi bahwa: ‘Computer trespass:
,,,,,, acces to, or enter, a computer System or part of computer system without
lawful authority to do so..."2 Jadi sebenamya, ulah para hacker/ cracker pada
awalnya merupakan perbuatan iseng yang umumnya didasari motivasi yang
bersifat chalenge atau adventure saja.

Belakangan ini perbuatan para hacker/ cracker ini semakin nekat dan
mengarah pada tindak kriminal yang dilandasi motivasi mencur, merusak,
mengancam, mengacau dan lain sebagainya. Perbuatan mereka sangat
mengganggu dan merugikan bak bagi para pemilik jaringan, pemilik situs
Maupun user pada umumnya, sehingga perlu  dipikickan upaya
penanggulangannya.

Secara teknis, upaya penanggulangan telah ditempuh dengan
meningkatkan sistem pengamanan komputer yang lebih memadai. Bentuk
pengamanan yang lazim adalah mempergunakan kata sandi atay password
untuk dapat mengakses sistem jaringan komputer. Pemah diupayakan kunci
yang lebih rumit permutasi dan kombinasinya yaitu dengan passentence.t
Perkembangan yang terakhir banyak perusahaan penyandi seperti
Anonymizer, PrivacyX, Zero-Knowledge dan Hush Communication telah
menawarkan berbagai sistem penyandian (encrypt) yang paling aman bagi
para pelaku di dunia cyber, seperti misalnya model penyamaran identitas,
model menghilangkan jejak setelah menjelajahi internet atau mengakses e-
mail.14

Namun bagi para hacker/ cracker menganggap semakin ketat sistem
keamanan sebuah jaringan, mereka semakin bemafsu untuk mencebolnya.
Kenyataan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum untuk
menanggulangi ulah para hacker yang merugikan pihak lain tersebut.

Teroris Dunia Maya, dalam Forum Keadilan, No. 1, 19 April 2000, h.
56.

"' Andi Hamzah, op.cit., h. 36. F o

134, Wisnubroto,i’('ebg'jakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Penya!ahgvmaan Komputer, (Yogyakarta: Universitas Maﬁ 1999), h. 1

Yusuf Randy (et.al), Proteksi Terhadap Knmmh‘tas

Komputer, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Ame e
1985), h. 45. '

' "Menjaga Rahasia di Internet”, dalam Kompas, 18 Juni
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C. Jenis dan Bentuk Cybercrime serta Model Kasus

Menurut Onno W. Purba, pola umum yang digunakan oleh para
hacker dalam melakukan pembobolan adalah memperoleh akses terhadap
account user, kemudian menggunakan sistem milik korban sebagai platform

untuk menyerang situs lain. Cara lain untuk membobol situs atau sistem pada
janingan komputer antara lain'15

JENIS MODUS OPERANDI
Probe Usaha memperoleh akses ke dalam suatu sistemn
Scan Kegiatan probe dalam jumiah besar dengan menggunakan tool
yang secara ofomatis mendeteksi  kelemahan dan
mengumpulkan informasi host yang menjadi target.
Account Penggunaan account secara ilegal oleh seseorang yang bukan
Compromize milik account. Data korban akan rusak atau hilang.
Root Seperti account compromize, bedanya . penyusup punya |
Compromize previlege sebagai administrator sistem. D

engan begitu, ia bisa
melakukan apa saja terhada sistem.

Penyusup menggunakan

Perangkat lunak atau perangkat keras
untuk mendapatkan info

mMasi yang melewati jaringan komputer

Infrastruktur

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan { i
berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini daiamgge N teknolog

. berapa it
dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara laini?"s iy

" “Fokus: Ancaman Para Teroris Dunia Maya”

, Ibid, h. 58,
' Ari Juliano Gema, /bid

ARGUMENTUM, Vo, 6No.2,

orized Acces to Computer System and sm |
ot Kejahatan yang dilakukan dengan memasukil mer
atu sistem jaringan komputer secara fidak sah, tanpa
su ngathuan dari pemilik sistem jaringan kornpulef yang dim
SB?gganya pelaku kejahatan ini (hackts:r} rdneiaku!l:an_m,'aN dengan
tase atau pencurian informasi penting dan rahasia _
.Sl?b; yang hanya karena merasa“le.rl?ntang unmk.r_na@m kadw; ’
Imgnembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. - ¥
ontent ; e |
gor CMerupakan kejahatan dengan memasukkan daladmatau informasi ke g |
intemet tentang sesuatu hal yang Makkiggm?mﬁ, dapﬁai dianggap - I_
langgar hukum atau mengganggu - Sebag m"““'!a.___‘._
g]cfaiar?gpemuatan berita bohong atau ﬁtnahI yang z?h‘uMngan |
martabat atau harga diri pihak'laln. hgi-ha yang s X .W_ :
pormografi atau pemuatan suatu informasi yaqgtg:;?yaw sahmdmhnl'm-ﬁn-
agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerin
Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada

dokumen penting yang tersimpan _s.e}lzg?]l is)car&g o
internet. Kejahatan ini biasanya dituju dokumen-dokumen

commerce dengan membuat seola-olah terjadi .

akhimya akan menguntungkan pelaku. ; o
Cyberespionage memanfaatkan jaringan intemet uniuk
Merupakan kejahatan tyaant?;rhadap pihak. lain,

melakukan kegiatan mata-ma p system) sas .
sistem jarngan_komputet (COMRUEE PPN can bits yeng mﬁ '
Kejahatan ini biasanya ditujukan fersimpan  dalam  suatu sistem p |
ataupun data-data pentingnya g«
computerized.

e and extortion ual gangguan, pen
cybersa!?;;mtan ini dilakukanddels:g;ﬂng mr:““ mmaf ?9““' )
penghancuran terhadap suatu Za ﬁgan el Basanya
komputer yang terhubungan e g borb, vius komp
dilakukan dengan menyusupkan 2 dalo, program

suatu program tertentu, whlnggdgu“m .;-

jaringan komputer tidak dapiala“a
mestinya atau berjalan sebagaiMaric J<
hal itu teradi, dalam beberapa kﬁ&m
menawarkan diri kepada korban untu
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e mputer yang telah disabotase tersebyt
mi(ejahai"” ini sering disebut sebagaT i

Cyby.

perty
n ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelekfyy
ihak lain di intemet. Sebagai contoh_ adalah peniruan tampilan
. e suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran Suaty infom]wa'
~ diintemet yang temyata merupakan rahasia dagang orang lain dan lain-| a,Inasw
pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterap
pribadi seseorang yang tersimpan secara computerized, yang apagﬁn
diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara mateﬁaal
maupun immate[;id, 's:pe:ﬁ.m?n)or kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat gty
penyakit tersembunyi dan lain-lain.

Di Amerika dikenal hacker legendaris yang bemama Kevin Mitr
yang dengan keahliannya berhasil menembus sistemn keamanane;lantaMgSsgI:
Whgi Nﬁ;\;}D (Komando Pertahanan Amerika Utara)."

an dikenal sebutan ‘maskerade’ bagi
, para pembobol
pas;md—séah satu modus awal yang dilakukan oleh para hackers—
sebelum melakukan aksi selanjyt ' i
Jjutnya seperti mencuri dan
nomor kartu kregit < : menggandakan
e mengkopi dan menjual software komputer via intemet
: mem?ﬁeak;;!rgor telﬁgo& orang lain (telephone hacker).®
. Mmelibatkan para hacker tersebut telah
Merambah ke : ; -
telah indma:::,a Di Yogyakarta, menurut liputan Majalah Forum
CCkbnsieryang"E seJ"eamm asnbs?or ang hacker lokal yang menamakan dirnya
7as melali mecia g g ulan lebih dengan aman melakukan aksi belanja
lin Sefelah ia berhas] fgoerce dengan memanfaatkan kartu kredit orang
dapat dilakukan secars 522;. o3 6-account orang tersebut. Cara membobol
pada kartu kreqit e asing’?:g;:humsalnya dengan mengintip nom?rpg't
adalah turis dari Ameri ! mnya yang menjadi sasaran targ
Cara yang lebip cgelg;, '(;'ggns, alau Australia) di bagian resepsionis hotek
yang lemeh sistem péngams:gan mengintip nomor ‘pin’ melalui situs-Sil¥s
N& Nomor pin ini lalu dikembangkan ke a(@
V). Departement of *usiice Report,  http/www.cybe

4., Richarg
ne i)

, Criminality in Internet, TPA Australia, 1998

P

g

Kejahatan merupakan informasi seseorang tentang hal yang sangat

atau ke bawah sehingga bisa men
yang bisa dimanfaatkan, Nomor pin
cybermedia yang menyediakan fasilitag
Setelah lolos validasi, maka sj 'm ¥
yang ditawarkan oleh toko onfine (pada umumny
kontrolnya lemah) dengan account orang lain gjias o

Cara yang lebih kotor lagi adalzh dengan dentitas
pemilik situs berkapasitas besar dengan ancaman
berbagai program untuk merusak data atay program per
logic bomb atau worm apabila pemilik situs tersebut
tuntutannya. _
Adalagi kasus yang mengarah pada pelecehan seksual,
atau pencemaran nama baik yakni dengan merekayasa wajah figur
(biasanya artis) diintegrasikan dengan tubuh orang lain sehimpak fa
seolah-olah foto artis yang telanjang atau bemose menantang. Gamt
tersebut oleh pelaku disebar dalam cyberspace yakni ke dalam si
pomo (cybersex) sehingga dapat diakses oleh siapapun, baik secara ¢
maupun dengan dipungut biaya (berlangganan). rey

Ada pula yang dilandasi dengan motivasi yang mengarah pada
kepentingan politis, misalnya pengacakan data hasil penghitungan suara di IT
Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pada Pemilu 1939 maupun Pemilu
legislatif 2004.

D. Konsep Penanggulangan Melalui Penal Policy Tahap Formulasi
dealnya setiap perbuatan hackers yang mengarah pada cybercrime
diikuti dengan ketentuan dalam perundang-undangan (hukum pidana) yang
mampu menjangkau perbuatan tersebut. Pada saat ini sumber hcﬂmmnw
positif yang ada di Indonesia belum ada satupun yang mengatur
perbuatan yang termasuk cybercrime. Tahap formulasi atau
menduduki perang penting guna mewujudkan kepastian hukum bagi
tindak cybercrime dan untuk menanggulanginya melalui sarana f
pidana (penal). : > -
(%erka)itan dengan bentuk-bentuk ke]_ahatan-ba_u__rtﬁ
seperti penyalahgunaan komputer atau khususnya cyoer
yang harus ditentukan lebih dulu adalah bentuk
beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk
yakni:

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

kﬁﬁs‘us dengan cara: diatur dalam undang.;,

dalam bab khusus dalam KUHP.
ke dalam sistem kodifikasi (KUHP) dengap Car;

" bah, menyisipi atau merubah/ memperbaharyj pasal.

~ Untuk menentukan pilihan tersebut, maka secara konseptua| harus

agkan sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sekalipun Rene Davig
bahwa sistem hukum di Indonesia adalah mixeq System
of law, " namun di bidang hukum publik, khususnya hukum pidana, tragsi
hukam kontinental tampak lebih menonjol dalam praktek dan pengembangan
iimu hukum. Yang pertama tampaknya dipilih oleh legislatif, yaity sedang
dibahasnya Ramnqanklr{ndang-undang Pemanfaatan Teknologi Informag;
(RUU-PTI) yang bersifat khusus.

- Selanjutnya dua masalah sentral dalam penal policy adalah
menyangkut: menetapkan dan merumuskan perbuatan apa yang seharusnya
diadikan ftindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atay
dikenakan kepada si pelanggar® Langkah menetapkan perbuatan yang
seharusnya  dijadikan ﬁndak' pidana harus melalui proses kriminalisasi
perbuatan . Dalam berbagai literatur dikemukakan berbagai perti
himmvdekrjminalisasi perbuatan dari berbagai ahli.2" 9% perimy
8 e o e

; meng-kriminalisasikan perbuatan

para hacker/ cracker, yaity; P

1_‘ ri

ua"'“%‘;gmg“aian-mmuatan yang benar-benar merugikan
agar pengaturen perh cre - SChLS (Prinsip selektif dan fimitat)
R e ove;'; ualan yang dikategorikan sebagai cybercrime
- Minalization sehingga justru akan berdampak
h‘hhﬁum Pl‘ivaim ;D:I;I:hp Ositif yang berlaky di Indonesia, khususnya di
m it pemah gijgqh I:)ieh PBerligaruh hukum Barat (civil law system),
H mmmﬂdﬂmw I leanda- Nﬂm]_[n pada kenyataannya’ Juga
o). Lihat Barda Nayay,; A:ieﬁmgs am (customary law system and Islamic [aw
5 vongse Bme‘;;’ apa Aspek Pengembangan Hmu Hukum
Pmmm Gury Begyr it 1 ukum Pidang Indonesia, dalam Naskah
e mlm, h. 24, mu Hukum Pidana Universitas Diponegoro

: Cm; Mt"mktl, lglgeg’ f.r;"fa Rampai Kebijakan Hukum Pidand,

" Hukum Pldmm(BBw““ﬂi dalam /bid, h, 33-37 atau dalam
» (Bandung: Alumni, 1977), 1. 4448,

lentang penyalahgunaan komputer/  cybercrime d:lgg

kontraproduklif bagi

multimedia yang sangat g i
menghfdapi era giobali:gsi. e - :
2. Hendaknya dipertimbangkan a ; i
untuk menyusun kete:?uan y:a]l;dr Mmﬁ,%m
dikategorikan sebagai cybercrime yang bersifat rumit
biaya untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan
memerlukan fasilitas atau sarana teknologi tinggi dan bebs
harus dipikul oleh korban akan seimbang dengan hasilnya
, atuaSI tertib h_ukur_n di dUﬂiacyber(gostmm pinciple).
. Hendaknya dipertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja
dari badan-badan penegak hukum di Indonesia yang nantinya akan
dibebani tugas untuk menegakkan ketentuan yang mengatur delik
komputer yang dikategorikan sebagai cybercrime. Sehingga fidak
terjadi beban tugas yang bersifat overbelasting, di mana banyak

peraturan/ ketentuan yang dibuat temyata dalam prakieknya di

lapangan tidak dapat ditegakkan.

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, hendaknya
penetapa perbuatan yang dikategorikan sebagai cybercrime, di samping tentu
harus memperhatikan nilai-nilai fundamental masyarakat yang akan
diperjuangkan/ dijaga, situasi dan kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi
Indonesia, terutama yang terkait dengan kompleksitas persoalan penegakan
hukum di Indonesia.

Langkah penetapan sanksi pidana bagi para pelanggar dipandang
bisa mengikuti pola yang bersifat umum. Artinya hingga saat ini befum
ditemukan bentuk sanksi khusus terhadap pelaku kejahatan di dunia intemet.
Dalam menetapkan berat ringannya sanksi perlu dipertimbangkan mengenal
image yang muncul akibat perbuatan pelaku. Di samping itu perlu pula
dipikirkan bentuk treatment yang tei:t!ta bﬂéﬂﬁ;é‘;‘; perbuatannya
dilatarbelakangi motif iseng, tantangan alau pe . .

Di gamping genelapaf’ bentuk perbuatan W& .m'
dikriminalisasikan, perumusan perbuatan dan penetapan Sanisi
menunjang penegakan hukumnya maka diperiukan perangkat
dan hubungan diplomatik antara

seperti ratifikasi perjanjian ekstradisi |
mengingat bahwa perbuatan ~cybercrime pada UMUTIVG
transnasional yang sangat sulit dijangkau dengan semata-mata

hukum nasional.
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Penal Policy Tahap Aplikasi

bagaimana dengan kasus-kasus cybercrime ya
ara Indonesia sampai saat ini belum memilikj ()
| dengan sistem hukum yang mendasari praktey
Indonesia yang bertumpu pada sistem kodifikas; dan
hukum dituntut dapat mengoperasionalkap
dalam hukum pidana positif terhadap kasus-kasys
dengan pendekatan penafsiran.
hukum pidana positif Indonesia dari yang umum hingga yang
ke dalam empat sumber:
1. Ketentuan yang terdapat dalam sistem kodifikasi yakni KUHP,
2 Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang merubah atay
menambah ketentuan yang terdapat dalam KUHP, misalnya UU No
- 1 tahun 1960 yang isinya memperberat ancaman pidana untuk pasal-'
pasal 359, 369 dan 188 KUHP, UU No. 7 tahun 1974 tentang
penertiban % l.JU No. 4 tahun 1976 tentang kejahatan
~ penerbangan ain.
3 lmm yang terdapat dalam UU Tindak Pidana Khusus, misalnya
{ UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
v UU No. 71 Drt/ 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilar;
P : tindak pidana ekonomi dan lain-lain.
l' ; bhmm yang ferdapat dalam peraturan perundang-undangan
I administrasi yang memuat sanksi pidana, misalnya ketentuan
i pidana dalam undang-undang perbangkan, ketentuan nidana dal
undang-undang hak cipta, ketentuan pidana dal dang el
' o e alam undang-undang
| R dengan as:: ;x zgneckxaﬂs derogat lex generalls, maka metode
i m nnya ferhadap : et harus ditelusuri mulai dari sumber
L d’;("esnga yang paling umum.
penaisiran g . penafsirang::yggé?d% grlizri;t);eta;i, mulai dg;i
. legalitas galitas (mullum . . n dengan as
B mm& m%’:‘gﬁﬁp‘ahn sendi utama dalam hukum
 (pa mw o Ndan penafsiran yang bersifat analogi
dalam ﬂ"‘m mﬂtﬁf! Cybercrime yang belum ada
Perisiva hukumny gng @ di Indonesia, pertama-tama harus
akhir atay akibatl dampakmghh-at unsur-unsur, sifat dan motivasi
- an perbuatan para hacker/ cracker

untuk dipikickan dan se'aﬂimnya' ersebut. Langkah selz

sumber hukum pidana p
kemudian diterapkan denga
hukum. i

F. Kesimpulan dan Penutup

Cybercrime atau kejahatan
menarik yang patut dicermati. Bentuk
perbasis teknologi informasi ini, peru seg
nyata ancamannya. Langkah antisipasi
dibahasnya Rancangan Undang-undang Te
Konsep penanggulangannya bisa lewat penal
maupun aplikasi.
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. Hukum Pidana dalam  Penangqujan
Komputer, (Yogyakarta: Universitas - Atmajqyq

onek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar

Cybercrime: sebuah Fenomena di Dunia Mayyr
eli. com/dokumen/jumal/ajo/a002.html  akses yas

awi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan limu Hukum Pidang;:

~ Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, dalam

Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam limu Hukum Pidana
Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juli 1994,

—— Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Baki

1996). '

Burhan Bungin, Pomomedia: Konsrfuksi Sosial Teknologi Telematika dan
Perayaan Seks Media, (Jakarta: Kencana, 2003).

Forum Keadilan, No. 1, 19 April 2000.
Kompas, 18 Juni 2000, h. 15.

Richard  Benda, Criminalty in Internet | i
ndz, , A A
g ustralia, 1998.

Sudarto, Huk deukumPidana,{Bandung:Alumni, 1977).
U.S. Departement of Justice Report, http/www.cybercrime.go

Yasraf Amir Pilang, Dyni : ;
Yasraf m_&éir?duo’go&a)’.’g Berlari: Mencari ‘Tuhan-tuhan' Digital
S 2 Filiang, Sebuah Dunig Yang Dilpat: Realitas Kebudayaan

ileniu 7 i
oty m Ketiga dan Matinya Posmodernisme, (Bandung:

Yusuf Randy (et ), Profgs :
_ {ﬂ‘afganwmbaga ﬂ;z_hd?::p Kriminalitas dalam Bidang Komputer,
n Komputer Indonesia Amerika (LPKIA),

V).

Prospek pertumbuhan bank syari'ah
kebutuhan pembiayaan masyarakat In
bagus dan menjanjikan. Namun dalam pej
syari'ah tersebut terdapat tantangan-tantangan
secara langsung oleh dunia perbankan syari‘ah di Ind
tantangan tersebut adalah belum adanya aturan
memadai yang khusus mengatur bank syari'ah,
kelembagaan yang kuat yang dimiliki oleh bank s
sumberdaya manusia yang masih rendah, penerapan prins
hatian tanpa melihat dari produk dan karakteristik bank
terhambatnya pengembangan produk dan pengembangan

I. PENDAHULUAN |
Perkembangan perbankan Islam (Syar‘ah) men
yang menarik kalangan akademisi maupun praklisi dalam
ferakhir ini. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian
perbankan Islam scbagai altematif sistem keuangan in‘e
memberikan peluang upaya penyempumaan sistem keuangan
yang belakangan dirasakan banyak sekali mengaiami
kelidakstabilan yang menyebabkan kiisis dan keterpurukan
lebih dominannya sektor finansial dibanding sekior fil ¢
perekonomian dunia. R
Amandemen terhadap Undang-Undang ( No.
melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secard
bank dapat beroperasi berdasarkan prnsip-prifisg
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga
Indonesia dapat melakukan pengendalian

*) adalah mahasiswa Pascasafja
Malang
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_ aan kedua UU tersebut telah mengamanahkgp
onesia (BI) mengendalikan untuk menyiapkan peraqgkat ketentuan dan
tas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank SYariigh
gga memberikan landasan hukum yang Ieb:fl kuat dan kesﬁmpatan
lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia,

Bang

UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi kgberadaan dual System
bank di Indonesia, yaitu adanya dua system (konvensional dan Syari'ah) Yang

beroperasi dalam sebuah bank. '
Walaupun diterapkan dual banking system, namun teriagi

perkembangan yang baik bagi dunia
ketika undang-undang itu disahkan, ba
Muamalat dan sekitar 70 BPR Syariah,
dikeluarkan oleh Bank Indonesia

perkembangan yang sangat signifika

Syart'ah maupun volume usaha perbankan syari'ah

Syariah saat ini terdapat 2 (dua) yait
Syari'ah Mandiri. Adapun bank umuy

syari'ah sudah ada 8 (delapan), yaitu bank IFI,

Bukopin, BII, Bank Jabar dan yang terakhir adalah Hongkong Shanghai
Banking Coorperation (HSSBC) 1 9%ong Shanghai

Selain jumlahnya, kin

BI) juga mengalami perkembangan yang drastis,

Untuk menaruh yzngn

Urang, Berkurangnya
2@ berdampa paga

perbankan syari’ah, sebagaij contoh
ru ada satu bank syariah yaitu Ban
namun berdasarkan data terbar, yan
Per Februari 2004 terlihat adanya
n baik terhadap jumlah bank umum
. Untuk jumlah bank umum
u Bank Muamalat Indonesia dan Bank
M yang menyelenggarakan ynit usaha

BNI 46, BRI, Danamon,

efja perbankan Syari'ah (berdasarkan data dari

dimana per januari 2004

kan yaﬁ’qh meningkat sekitar 70 % atay mencapai
n itu pening!(atan juga terjadi pada kantor cabang
ncapal 349 unit atay tumbyf 90% dengan jumiah

9,9 Trilyun. Adapun dang pihak ketiga yang ditaruh
ingkat hingga 609, menjadi Rp.6 o

mgniqg_kat sekitar 139 2
T likuiditas pada bank-bank syari'ah (kelebihan

8 Trilyun, sementara
Dari angka-angka

a : : (
nasabzh sanpt berkn o 3kibatnya tingkat bagi hasil yang

fingkat bagi hasil secara
berkurangnya  minat

Ya pada bank Syari'ah.

Saat ini Menuryt Sefia
diperbankkan syari'ah berkisar 1 %,
Desember 2003, tingkat bag hasil y

deposan berkisar 13-15 persen 3

IIl. PERMASALAHAN
Berangkat dari uraian diatas, maka makals
dan mengetahui seputar pertanyaan te otang

a) Faktor apakah yang menyehabkan bank'%ﬁ, a3 g y
over likuiditas? i In

Ill. PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan bank syari'ah di Indonesia
likuiditas _ 5
Besar atau kecil, fatwa dari Komisi  Majelis Ulama Indo
mengenai bunga bank merupakan sesuaty yang riba, dampaknya

dalam gerak dinamis bisnis keuangan berbasis syariah di Ing
dapat dilihat dengan meningkatnya dana masyarakat yang terjaring m
dalam system perbankan syari'ah walaupun upaya dari kalangan
bisnis perbankan syari'ah masih kecil. Namun sebenamya, pengaruh 1
dari MUI tersebut diatas, bukan merupakan penyebab! w
teriadinya over likuiditas pada dunia perbankan syar'ah di Indonesia
melainkan dikarenakan beberapa hal, diantaranyayaitu:
1. Adanya rasa kekhawatiran pada para bankir perbankan syariah
pengucuran kredit. ) »
Pad?a tanggal 15 April 2003 Pemerintah dan bank Inc
merekomendasikan perbankan nasional (khususnya bank s
Segera mengucurkan kreditnya secara !eblhakltf
indikator ekonomi telah menunjukkan sinyal posit. Namun
setelah satu tahun himbauan tersebut, belum banyak ya
perbankan dalam hal ini bank-bank §yan'$ Apabila
liuiditas serta loan fo deposit ratio (
(termasuk bank-bank syariah) yang masih |

* Setiawan Budi Utomo, FDR Bank

Www.republika ae id
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T cisiianuari 2004, maka kelihatannya himbauan dari Pemerintah dap,
S ia belum berjalan seb_agaimana n}estlnya.
Banyaknya kredit macet yang dimiliki oleh dunia perbankan konvensiong)
tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan
beraibal pada adanya frauma dan fasa khawalir pada bank-bang
#ah dalam memberikan atau menyalurkan kredit kepada pihak ketiga
yang membutuhkan. Sehingga perbankan syari'ah lebih cendrung untyk
mencan aman terhadap resiko kredit macet tersebut, dengan demikian
seringkali perbankan syari'ah kita menerapkan pri nsip Prudential (kehati-
hatian) dalam penyaluran kredit. Minimnya penyaluran kredit tersebyt
oleh bank syar'ah diatasi dengan melakukan/melemparkan kelebihan
likuiditasnya itu ke Bank Indonesia, seperti Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia (SWBI). Penempatan SWBI ini, membawa konsekwesi pada
dunia perbankan syari‘ah kita yang tidak kreatif dalam mencari solusi
over likuiditas tersebut. Selain itu, tingkat bagi hasil bank syar'ah yang
lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional juga membawa
konsekswensi adanya over likuiditas pada bank syari'ah.
2 Ml{lﬁ Paradigma terhadap produk bank syari'ah.
Se;a_k awal abad_pgﬂengahan hingga awal abad ke-20 konsep bank
S@ah‘yang bennhlfan kepada t_Jagi hasil masih merupakan kajian
:k mgrrsls toleh para iimuwan muslim, dalam hal ini lebih banyak para
| atau bankir yang meragukan sistem perbankan Syariah dapat
drlerapkgn dalam sistem perekonomian. Sementara itu perbankan
(I;ggvsqsg;}al yang kita kenal dewasa ini merupakan suatu proses evolusi
o ey g nn e 1o o
tersebut, maka fidaklah mengh o w;aktu e CUkU'p it
gherankan apabila persepsi hampir sebagian
besar masyarakat tertanam pengertian b 3 bt
perbenkan di duria i, yaits sisgteman ahwa hanya terdapat satu sistem
S iofi1 dlaenaken zlid operasi bank dengan bunga. Semua
s anya pendekatan yang berbeda-beda
: yang berbeda-beda ini pad i '
paradigma yang akhirnya memberi e qkhlmya 2k meoRl
0 o perkembangan dari suBl
ank syari'ah. Ketika pendekatan ini tidak

satu dan berbeda, tetapi
(decision making), r'nak;a;;nmemerlukan suatu penetapan keputusan

yang “enggan” berhubungan de | T
peminjaman dana. ngan bank syarizh

a. Antara Pendekatan Akomodatif dan Asimilat
imilatif .
pergumulan pendekatan yang sekar Mg,
melode akomodatif dengan asimilag:g masih beranjut
. 4 Metode akomodatif )
cara-cara pragmalis dalam pengemba atif men
i asumsi mbangan bank syariah. Mefode ini
berangkat dari asumsi bahwa saat ini tidak ad o
k syariah untuk a satupun situasi ideal bag
bank syariah untuk melaksanakan secara m =
h ) : umni apa yang terdapat dalam
syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yan
“disyanahkan" dalam segala operasionalnya, baik produlwknyam' yang
l“ransaksmy& Metode ini mengambil dasamya dari kaidah mmagg
Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.” Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian yang
muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya m
fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini.
Misalnya, jika di bank konvensional ada kredit modal kerja® maka di bank
syariah ada “‘pembiayaan modal kerja" dengan spesifikasi yang nyaris
tidak berbeda. Jika terdapat bahwa produk Syarah ftidak dapat
mengakomodir produk perbankan, maka menurut metode ini produk
syariah, harus “direvisi® atau disesuaikan kedalam produk perbankan.
Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap
meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan
Mudharabah atau Musyarakah. Padahal hampir seluruh ulama sepakat
bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah,_penuhk modal/dana
tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (quhanb]ﬁ
Metode asimilatif berfikir sebaliknya. Baqk syariah merupakan salah satu
personifikasi atau invidividu abstrak dari orang yang melakukan kontrak
(akad) syariah-muamalah. Disebut salah satu disini karena pelatl:smaan
akad syariah bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bag;: temsekﬂ?ﬁlg
oleh lembaga lain, seperti muttifinance, ae‘.umnsn9‘3"0k aa:ﬁah i
sebagainya. Konsekwensinya, semua produk bank sY i
penjelmaan dari produk syan
Murabahah (jual beli yang keuntung

" misainya bank syariah melakukan
ah. Jika misainy ; o

annya dis

* Bandingkan dengan Abdullah Saced Capm.hﬁm vesment Funds, papet

: g terjadi adal i : i
Seberapapun kecﬂnya. Misa alah tarik menarik kep entingan. of Fundamental Shariah Principles APP““;;‘:;: Ji:::n:lg';-;_ yang,

terjadi antara kepenti Inya, jika kemungkinan trade-off itu akan Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur,
Denf.lngan nasab. age-o W SRS N  ted. Dua Yang TBer
i’ ah , yaitu idealis, tis dan maslaha onent = Wmlpdtmlﬂmln
keprtingan b lobih daul s o, meka secen mtgmg: i i, gl i, TS A
riba sebagai imaksud dalam Viaktabah
ini adalah orang pan gi, mengingat yang memou scbagaimana yang dimelSu iy Wa Adillatuh, Vol TV, M3

K itu sendiri. Sehingga banyak pelaku usah?
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aka bank harus melakukan jual beli dalam artj ya,

memang melakukan ;ienjlgalan_barang kepada
{ i arat-syarat sebagaimana |azj
nasabﬁhtrﬁgg?c:ia:;iiﬁfjiﬁ 'Jiignk?mudiax produk bank  tidak Sanlfaai
jgﬁ”g:n syariah, maka suka atau tidak suka produk itu ditingga|k?n,
Sebab, berusaha untuk mencocok-cocokkannya dengan produk syarigh
akan membawa dampak kepada ketidakmurnian produk syariah. Padaha|
produk syariah sudah sedemikian lengkap dan baku. Metode asimilafif
memandang bahwa bank adalah semata-mata alat penerapan dari
produk syariah yang tidak memiliki hak kapablhtas mga[ubah atau merivis;j
produk Syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk syariah
direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.
Jika yang terjadi produk syariah tidak diterapkan karena ketentuan dalam
hukum positif tidak mengizinkan, maka ada dua hal yang harus dilakukan.
Pertama untuk sementara produk syariah disesuaikan dengan revis;
seminimal mungkin. Kedua harus ada upaya jangka panjang untuk
mengamandir hukum positif agar produk syariah dapat diakomodir
didalamnya. Sebab, produk perbankan syariah, sebagai penjelmaan
produk syariah, memiliki karakter unik yang berbeda dengan bank
konvensional.
b. Antara Pendekatan Moneter dan RiilAkomodatif dan Asimilatif.
Pen@ekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank
syariah adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil
dan mone_ztgn Disatu sisi, kata “bank” sendiri sudah menunjizkkan bahwa
lembaga ini memang bergerak di bidang finansial alias moneter. Adalah
logis jika kemudian produk-produknya, termasuk dalam hal ini produk
bank syariah, mengikuti perkembangan produk finansial. Disisi Jain para
ri:;f:]lg;sna?konf:l;n;d Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak
o ol mgr?}pak :r?nb antara sektor moneter _dan sektor riil. Sektor
o el sl e:)};angan alau cermin dari sektor riil. Jika sektor
gaimana ada sektor moneter? Oleh karena itu

njual) m
zbénamya. Artinya bank

ﬁiﬂ‘n ':; ggcn;;u iﬁ'””;“ L hanya mau mengucurkan
yang bersifat umum, sepertikredit konsumsi atau kredit

ARGUMENTUM, Vo), 5 N :

untukusaha kecildan menengah,sebaliknya sedikit sekali
yang berani mengambilresiko mengucurkan kredit ke &
dan be_rsﬁat khusus. Padahal industri tak popular tersebut memp
potensi  besar dalam mengeruk keuntungan. Contoh |nd S
perkapalandan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah industi
strategis di Indonesia belum bisa berkembang dengah- baikkaraita
kurangnya dukungan dari perbankan,

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan bank syari'ah enggan
melirik sector-sektor yang tidak popular. Perama, Saat ini bank-bank
syari'ah masih dalam tahap konsilidasi. Kondisi ini membuat bank perlu wakiu
untuk mempelajari sector yang dianggap resiko. Kedua, biasanya kredit ke
sector tak popular terjadi karena kreditnya jangka menengah dan panjang,
sehingga membuat bank kesulitan untuk mengucurkan dana karena struktur
pendanaan perbankan saat ini bersifat jangka pendek, seperti deposito dalam

satu bulan.6

B. Prospek dan Tantangan bank syari'ah kedepan Bagi Bangsa
donesia

; UUpaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata
hanya merupakan konsekwensi dari UU No.10 tahun 1998 tentang pe_rbat:takan'
serta Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indr:nesbtzmj_u ap'ﬁ
merupakan bagian dari upaya penyehatan system perbankan yingomi ;rang
meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. t|J<ns|is e mbernperasi
terjadi sejak pertengahan 1997 membukiikan bahwa _a::!kvsift\agi i
dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gepbut Pl i
ingkat suku bunga yang finggi. Kenyataan teﬁ‘ a (tba), transaksi
karakteristik operasi bank syariah yang metaraniul:ﬁ fg e '1'] Dengan
yang bersifat tidak transaparan (gharar) dan Spi ah cinarepkan,dad
kenyataan tersebul, pengembange PORTEEE IC0 g iomya jga
meningkatkan ketahanansistemperbankan né}Sl‘?;:%i[Ynaga o
dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasio arah torsebut i b

rbankan S
Dalam Lpayg pengembanglzgaﬂedan merupakan tantangan dalam

masih terdapat sejumlah permasa era diatasi, baik dalam
h yang perlu seg antangan-tantangan ini

pengembangan perbankan syaria

: jang. T
jangka pendek, menengah maupun jangka paniang

F Kompas, Bank Lemah dalam A

Jum’at 26 Maret 2004, hal.15. o+ b di [ndonesia :
"Mulya E. Siregar, Perbankan Syart ;*isnls, Jakarta, Vo
Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum
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k syari'ah secara terf
ang i dapat mengembangkan ban i Sule
saﬂgz;ﬂf:lk?ﬁ ;;en:gg pe:lg:‘artanfangan tersebut menurut Burhanuddin - Abduligh
g::lah m'en'genai - 1). Kerangka hukum, 2). pengembangan kelembagaan, 3).
sumberdaya manusia, 4). pengembangan produk dan pengembangan pasar
5). pengawasan prinsip kehati-hatian.®

ka Hukum. ; g
9 ﬁeﬂ;"ngka hukum yang memadai diperukan untuk menopang industri jasa

ariah khususnya perbankan syari'ah. Sangatlah penting
zﬁutua:grzgmsb%na pengembangan kerar_lgifa_hukun_w yang memadai dan
sesuai karakteristik unik yang dimiliki mdus_tq_ keuangan syari'ah.
Konsumen perbankan syariah patut {nenyhka rasa aman dan
kepercayaan terhadap jasa perbankan syari'ah itu karena sifatnya yang
dapat diprediksikan dengan kegiatan operasional yang bertumpu pada
dasar hukum yang kuat.
Selama ini landasan hukum bagi pengembangan perbankan syari‘ah
adalah UU No.7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No.10 Tahun
1998 serta UU No.23 Tahun 1999, maka dengan kedua UU tersebut,
keberadaan bank syar'ah diakui secara ekspilit dan memberikan
landasan hukum yang lebih kuat bagi Bl dalam pengembangan
perbankan syari‘ah.
Namun demikian, fetap saja seluruh perangkat aturan dan perundang-
undangan fersebut diatas, tidak memadai sebagai acuan dan dasar
. hukum perbankan syari'ah. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih
khas dan tersendiri terhadap perbankan syari'ah, dengan alasan bahwa:®
Pertama, UU No.10 Tahun 1998 pada dasamya adalah UU yang
mengatur per’oankan secara keseluruhan dimana perbankan konvsnional
menjadi tmlf telfannya, sehingga terdapat kesan UU No.10 Tahun 1998
mensubordinasikan atau meng-anaktirikan perbankan syari‘ah. Sehingga
pasal-pasal yang ada dalam UU No.10 tahun 1998 yang mengatur
'leﬂfﬂng bank syar'ah masih sedikit dan belumlah cukup sebagai
aﬁ}{"aiaf’:?a:;kgrgfa?ﬂup?ngembangan perbankan syari'ah dimasa yang
10 Tahun 1998 denaan - <onuadiksi beberapa pasal dari UU No.
gan sejatinya bank syari'ah, misalnya berdasarkan
pasal 7 & 10 UU No.10 Tahun 1998 bank m
ST Glarang melakuk . umum termasuk bank umu
Ng melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau

B
KCﬂIIms, M, it Tnnde . i '
Aprnil 2004 hal 27, i Jasa Keuangan Syari‘ah yang Kuat dan Dipercaya, Senin 3

® Fathurrahman Diami
, Ui i
Jurnal Hukum Bisnis, Ya,mm cers by Udang-Undang Perbankan Syari’ah Di Indonesis, Dol
gan Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 20, 2002, hal. 43-44:

yang berperan dalam mensikronisasikan pertumbuhan sect

ARGUMENTUM, Vo, §
perusahaan lain dibidang keuangan, padahal seharusnya |

dengan sekto il sehingga sewajamyalah bank s i
melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang ber
o k an D -k- . yang m JISk
il atau non Keu gin. emikian juga pada pasal 6 UU No.10
1998 yang memung mkan_ bank umum termgmk bank syarah dapat
membeli a_tag menJHaI Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tidak sesuai
dengan prinsip syarn ah.
Kedua, pada sisi lain, perbankan syari'ah memiliki nilai dan prinsip yang
. : prnsip yang
berbeda dengan perbankan konvensional. Pada fingkat paradigmatic,
perbankan syari‘ah memiliki seperangkat nilaidan aturan moralyang baku
dan tentu saja berbeda secara diameiraldengan perbankan
konvensional.Pada teknis operasionalnyapun demikian, perbankan
syarfah memeriukan pengaturan yang berbeda dan khusus dengan
perbankan konvensional, misainya dalam penentuan kualitas akiiva
produktif (KAP) pada saat ini ketentuan tersebut didasarkan atas SK
Direksi BIN0.31/KEP/DIR tahun 1998.Pada ketentuan fersebut d”l}elaskm
bahwa Bl memberiakukan penilaian yang sama temadap_kuahias dchva
bank syari'ah terhadap semua produk yang dit_:eﬁakykan di pank syari ah.
Padahal dalam bank syari‘ah, produk bagi hasil dan jual beli ada
perbedaan. Dalam pembiayaan bagi. has?ll (mudharabah atau
musyarakah) antara pihak bank sebagal pemilik dana dan qasabahmh
sebagai pengelola dana disepakati banwa pendapatan yang dipe
ibaqi i i nisbah yang yang tellah dicantumkan
akan dibagi sesuai dengan porsi nisoan yans i G
dalam perjanjian. Pendapatan yang akan diterima be'-t’\mbahkan mulnglmkmh
berupa perkiraan pendapatan, bisa tinggi bisa re'?liib;ers o
rugi sehingga dalam kondisi ini masing-masing pi epaka

! 1 dalam jual beli, bank syariah
resiko dan keuntungan. Sementara I, beli glan harga 1ual: sl

' i selsisih harga
mengambil keuntungan dari selsisl . : § (i) pada
jumiah piutang dan wakiu pembayaran ditentuka asecalalam penp::i Wi

S ; ielasan d :
saat akad. Keadaan ini memberikan kejelasan e rsebut, penilaian
aktiva pada akhir perjanjian. Berdasadfan e

kualitas aktiva produktif bagi yais kan bagi

yang didasarkan kepada jual bell sa}al.( tesiija:;?penﬂaian ini.
pembiayaan bagi hasil tidak bisa dderapk?é‘ankan syariah membutuhkan
Ketiga, dalam system pengawasar, p: prinsip dasamya pada aspek
pengawasan yang lebin spesih KT8 DX G rian  polam prakiek
moral dan kesesuaiannya dengan PSP nenimbulkan:

fah tem
pengawasan terhadap perbankan Syan
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M sisi Bl tetap melakukan pengawasan terhagg
disisi lain ada juga Dewan Pengawas Nasional dalam hal
z swan Pengawas Syar'ah yang dibentuk oleh maielis Ulamg
~ Indonesia dengan Surat Keputusannya No.Kep-98/MUI/11/2001 tentang
 susunan Pengurus Dewan Syari'ah. yang juga diberikan tugas unty
‘mengawasi bank syari‘ah.

Pengawasan Bl ini dilakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan langsung
dan pengawasan lidak langsung. Pengawasan tidak langsung lgbih
memfokuskan laporan-aporan yang wajib disampaikan bank termasuk
informasi lain yang dipandang perlu baik bersifat kualitatif maupun
bersifat kuantitaif sedangkan pengawasan langsung dilakukan tergantung
pada sejauh mana suatu bank dipandang mengandung problem-

. g problem-prolem
yang memeriukan pemeriksaan, yang berlandaskan pada 4 (empat) pilar
yaitu kondisi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan, penilaian
terhadap fit and propert test serta system dan prosedur operasional serta
pengawasan intemn bank. Sedangkan Dewan Pengawas Nasional dalam
hal ini Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas (i) melakukan
pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syari'ah yan
berada dibawah pengawasannya, (i) melakukan usul pe .

<. ; (i) 1 pengembangan
lembaga kuangan syari kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan
d;akm Dewan Syartah Nasional, (iii) melaporkan perkembangan produk
operasional lembaga keuangan syari'ah ‘ [
Dewan Syari'ah Nasional sekuaran ky ya; gy
g-kurangnya 2 kali dalamsatu tahun
anggaran. 10
Dengan melihat dari benturan pengawasan diatas, maka sudah
msehaumya dibuat aturan hukum yang jelas dan lebih spesifik tentang
o badan. alaualersne?aga yang mempunyai hak dalam soal
awasan. Karen ama ini dalam prakteknya, yang serin
melakukan pengawasan adalah De i ' b '
L et wan Syari'ah Nasional namun disatu
s pom I independensi, otoritas dan kewenangan
dalam struktur perbankan syari i ini ti
dapet mengontrol bark Syt yari'ah, sehingga dewan ini tidak
MempIyal olorios don s secara efektif. Dilain pihak Bl yang
enangan melakukan pengawasan fidak

pemah atau jarang
syari'ah. ; melakukan pengawasan terhadap perbankan

* Hariswan,  Tugas Bank

Vi 30, m ggamm Hukum Bisnis, Pengawasan dan Pembinaan Perbankan

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakartd:

. Pengembangan Kelembagaan.

. Sumberdaya Manusia.

Atas dasar ketiga alasan
apabila segera disusun
mendasarkan pada peneli
diberlakukan dengan pel
perkembangan syari'ah."t |
kerangka hukum perbankan
ketentuan yang ada saat ini be
kegiatan perbankan syar'ah. Dengan p
yang sekarang ini, yang timbul adalah
Banking (Bank Umum Konvensional boleh
syari'ah dengan ketentuan kegiatan terse

cara mendirikan cabang-cabang khusus
perbankan syari‘'ah saja sedangkan bank umum
melakukan kegiatan perbankan syariah saja). Hal
menguntungkan bagi pengembangan bank
memberi peluang tercampumya secara manajeme
syariah kedalam bank konvensional. Secara
masalah sebab menyangkut bercampumya dua
secara hukum. Jika kondisi ini dibiarkan, maka
yang melekat akan hilang dan digantikan oleh perban

Sebagai pelaku kegiatan lintas negara, jasa
khususnya perbankan syar‘ah masih pada tahap relatif
pengembangan kelembagaan menjadi penting yang
perhatian serius. Sefiap lembaga bani mengalami b
dalam pertumbuhannya. Proses i memiiki dua St
sangatlah penting meman hasil '
kelembagaan, tanpa pemantapan tersebut
asset yang berharga, disisi lain harus mampu
Dengan demikian, bank syariah dwajibkan !
membantu memenuhi kebutuhan jasa Keust
maupun pembangunan.Untuk itu bank s
mantap yang juga senantiasa mampu

Mengutip dari hasilIslanic Financal
1998, terdapat beberapa faklor

Y
_—.

"' Mulya E. Siregar, Op.C_it.%' o
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“mendatang agar dapat hadir pada Perbankan
daya saing yang handal.
+ daya manusia (SDM) merupakan fgklor penentu dalam
bank syariah yang solid dan profesional. Bank syariap
SDM yang memiliki dua sisi kemampuanh yaitu ketrampilan
S 4 jonalism) dan pengetahuan syariah yang
%‘J‘J; akhlc ak dan integritas yang tinggi. SDM Bank syari‘ah
thenghapl dari para bankir syariah itu sendiri. Bankir syari'ah yang
umumnya berasal dari bank konvensional harus konsisten dalam
menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sepanjang bankir syari'ah sebagai
operator system perbankan syari'ah memiliki komitmen yang tinggi untuk
menghindari kegiatan spekulasi dan prilaku negligence serta memiliki
siralegi promosi yang memperhatikan pertimbangan rasional dari
konsumen khususnya konsumen potensial dan memiliki strategi
pembiayaan bertahap, maka diperkirakan bank syariah dapat berjalan
efektif. Namun, apabila para bankir syar'ah masih tetap melakukan
kegiatan-kegiatan spekulasi yang tidak ubahnya dilakukan oleh bankir
bank konvensional, maka dengan sendirinya bank syari'ah tidak akan
menjadi altematif pembiayaan sebagai pengganti bank konvensional.
Untuk menghindari prilaku spekulatif bankir syari'ah, menarik untuk dikaji
tentang prilaku para bankir bank syari'ah di Sudan. Bankir-bankir bank
syari‘'ah yang st{kses di Sudan temyata berasal dariorang-orang yang
pemah bekerja dr sector riil (buf(an berasal dari perbankan konvensional)
d‘m'punya komitmen yang }lnggi dalam menerapkan prinsip-prinsip
syariah. Setelah mereka detraining mengenai perbankan syari‘ah selama
beberapa bulan, maka para bankir tersebut sangat menyadariskim-skim
pembiayaan yang dibutuhkan pengusaha disektor riil, sehingga orientasi
pm?aya@nya tidak spgkulatrt Apa yang dilakukan oleh perbankan
syari'ah di Sudan, sepertinya layak untuk dicoaba diterapkan oleh bank
syariah di Indonesia. Karena selama ini para bankir perbankan syari‘ah
di Indonesia merupakan mantan bankir bank konvensional sehingga
prilaku sehari-harinya mbi::'!; terp&a t}engan bank konvensional.
: adalah an teknologi b '
lomas. Teknoi e iomas s <1900 S1%0
bank b‘?‘m’“‘ z" efisien. Di beberapa negara kaya minyak di timur
gl (Bt s" yarialzlssaalfg'étKnuram Q?tar, UAE) kecanggihan teknologi
: ; enonjol, sehin ediakan
data 9ga mampu meny
A dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank

k|

. Pengembangan Produk dan Peng

(_ »

yang modem seperti phone
products, dil.

Perbedaan pokok, antara i
perbankan syari'ah adalah
bunga (riba) pada perbankan Syar'ah.
menggunakan metode pinj ini iﬂﬁ
komersialnya, karena setiap pinjam memim ;
dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan
karena itu, mekanisme operasional perbankan syarfah
produkatau jasajasa yang mendasarkan pada prinsip
berikut : (i) Prinsip Bagi Hasil, terdir atas 2 kategor
dan mudharabah, (i) Prinsip Jual Beli, terdiri dari Bai’
Bai' Al salam, Bai Al istishna’, (i) PrinsipSewa dan Sewa
Qard, (v) Prinsip Al Wadiah, (vi) Prinsip lzinnya seper
Kafalah, Hawalah, Ju'alah dan Sharf.12

Dalam praktek sehari-hari, temyata banyaknya kekurang
para bankir bank syari‘ah terhadap prinsip-prinsip diatas
pengembangan produk dan pengembangan pasar terha
dikarenakan adanya perbedaan pandangan/ paradigma
produkbank syari'ah itu sendiri. .
Untuk itu paradigma yang harus dipegang dalam pengemban
adalah bahwa produk bank syariah berbeda dengan yang
bank konvensional, yang memakai satu jenis transaksi yaifu
dalam bank syariah produk-produk harus dikembangkan n
karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama
dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter
diletakkan. Misalnya, karakter produk Murabahah adalah
Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai
boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli.
Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan ko
tepat. Karena harus ada barang yang diperjual b
yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocok-cocokkan
bahan-bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen
akan mendapat kesulitan dalam perincian
juga, ada sesuatu yang tidak bisa diperjual befikan, sef

" Penjclasan Lebih Lengkap Baca Zainul Arifi.

Pasarnya di Indonesia, Dalam Jumal Hukum Bisais, Yayassa ™
Volume 20, 2002, hal. 69-73. g
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o digunakan produk lain yaitu ljarah (sewa), Kala
wmttg?nul "sinya Mursbehah ek cocok untuk pembiaya
konstruksi. Ada yang lebih cocok, misalnya Istisna, yaitu produk Syarigy
Jain untuk jual bel, dimana bank bertindak sebagai pembeli barang yang
akan dibangun/ dibuat. Bank memb_ayar secara berta_hap kepada

kontraktor dan setelah selesai bank menjuainya kepada bohir.
Jika paradigma ini tidak dipegang, maka kecendrungan bankir adajgh
membuat produk yang lebih dekat dengan_produk konvensiona].
Alasannya sederhana, lebih mudah dihitung, lebih mudah dibandingkan
dan jelas ukurannya. Segmentasi jenis usaha merupakan faktor |ajn.
Produk untuk perdagangan tentu berbeda dengan produk konsumtif
Produk untuk sektor modal produksi tentu berbeda dengan sektor
distribusi. Begitu pula produk untuk pertambangan bisa berbeda dengan
produk untuk konstruksi. Sebagai contoh, kekeliruan bank syariah selama
ini teriihat kefika menerapkan Murabahah, yang merupakan produk
syariah ntuk jual beli barang sekali jalan (one shot deal), pada sector
Peerdagangan. Akibatnya Murabahah menjadi revolving, karakter yang

hanya dimiliki oleh Mudharabah dan Musyarakah.

Berbeda pula halnya jika kategori produk menurut resiko. Produk untuk
pembangun@ masyarakat menengah ke bawah secara relatif lebih
beles_'.im ketimbang t'mtuk masyarakat bisnis. Produk unfuk peningkatan
kesejahteraan seperti ini harus sederhana, mudah dimengerti dan tidak
_berberﬁ-bem. Sulitnya adalah produk syariah apa yang cocok, karena bisa
jadi segmennya bermacam-macam. Misalnya untuk pertanian (padi)
produk Salam dapai’ digunakan. Tapi untuk asongan, kelontongan,
kerjinan dan sebagainya harus juga dicarikan padanannya. Suka atau
g“gﬂmﬂa D'Dduﬁinl:arus disimulasi untuk menghasilkan produk yang
Menurut :‘"nﬂgla‘“aﬂ para praklisi bank syariah dalam berhubungan
m"asaba'w’ eyaan, produk itu dibagi menurut tingkat kepercayaan
‘ . teq?lalr?gs?:s;t? berl;ﬁduanya. Untuk nasabah yang baru,
- 0eflkan pembiayaan dengan kepercayaan
W&ﬁ%{ﬂﬂm;awu Musy;aragah. Tetapi diberikan produk
Sdam dan Istsna, Koo, d"j(Jatau Bai Br{hgman Ajil menurut BIMB),
S8 prinip e "E: ram produk ini bank dapat menerapkan
waky, "e'ha‘gaba"jmn Umtgsepertl hutang, kewajiban cicilan, jangka
PROGLK pombiays o an tambahan dan sebagainya, Ketika melalui
Kemudian menawaran e 223N Nasabah sudah dapat dilhal, bank
L Produk yang lebih beresiko, seperti Mudharabah-

Pada produk ini bank fidak dapat |
nasabah, karena - sepenuhinya ditan,
integritas dan accountibiitas nasabah
penentu. Dan jika dengan produk inipun
produk yang tertinggi tingkat resikonya, yaity
hasil) dapat diberikan. Pada tingkat ini nasabah
prima (prime customer) karena tanpa jaminan dan
memberikan tambahan, bank dapat memberikan pi
diberikan untuk kebutuhan mendesak, berjangka
tidak bisa dilayani oleh produk lain dan kemungkinan
macet. J
Kritik terhadap pengkategorian produk seperi ini adalah ba
mudharabah hanya diberikan kepada nasabah yang b
karena hanya mereka saja yang mampu melewati unsur-
teknis pada tahap sebelumnya, seperti jaminan tambahan,
tidak melanggar syariahkarena menyangkut pilihan kebija
dapat dipastikan bahwa perbankan syariah akan melestarikan
ekses perbankan konvensional, yaitu hanya strata masyarakat.
yang dapat menikmati fasilites perbankan. ‘
Para bankir syariah sering mengeluh bahwa bank syariah __
mengembangkan produk pembiayaan dan tertinggal dalam
interbank (institutional) dan ftreasury. Mereka berfikir b2
interbank memiliki spesifikasi berbeda dengan produk
Padahal jika mereka kembali kepada dasar produk p
produk syariah, produk interbank dan treasun akan mereka d
mudah. Inti produk syariah dalam hal ini adalah menjelaskan
(muamalah) yang melibatkan harta dan menjelaskan hak
pihak-pihak yang melakukan transaksi. nggd
transaksi interbank dengan produk syariah yang 3
sesuai. Misalnya jika bank melakukan mmmmm
menggunakan pinjaman, maka produk yang bisa
Qardh dan tidak boleh ada imbalan yang ekt fia
dituntut imbalan, transaksi itu harus mengguna m

yang memungkinkan adanya keuntungan yang
X i produk

kemungkinan kerugian. Spesifikast Procti
banking pada Mudharabah ini adalah porsi
memiliki dana lebih besar (misainya
untuk nasabah deposan (misalnya OV
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lebih pendek dari produk liabilitas lainnya.
lengawasan Prinsip Kehati-hatian.

s

kurang  berhasil bahkan mengalami kegagalan selama
pembangunan dihantarkan oleh pemerintah atas dasar arasar? rop%ﬁm
“political reason” atau dibangun dalam kondisi perbankan yang pen ﬁ
dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, atau nepotisme., Stratu'
pengawasan yang diterapkan banyak mendapatkan masukan-masukeg'
m sangat berharga dari konsep dasar pengawasan kegiatan usaliIn
v m):ng berdasarkan kehaﬁan-hatian‘dari Basle Settlement. Namu:
mempefhatkpnsepkan sjfgmerapannya_ periu kfya cermati lebih lanjut dengan
atika dan mekanisme kegiatan usaha bank syariah ya

secara pnns:)pr_! bemide?l dengan bank konvensional. Y
ene PANSIp kehati-hatian tersebut memiliki kompleksi
g ompleksitas

nggi, terlebih d‘ihubunglfan dgngan belum adanya standardisas; fgmg

a{ yang sangat besar
) , bankir, manajemen, dan
yang melak#kan transaksi dengan

. lah berupaya mengadopsi
Seperti standar akunting dan apt:.‘jr_tgankan ARy telah te?beﬂt%?(
akan meningkagig e uditing dari AAQIF| Bahrain, yang selain
; dan memperjelag standar Iapor'an ke?:angan

L a oforitas ¢ ik i
k : an publik
an syariah nasiong| dalam transaisi élébj.;?a i

Kelima fakior tersebut gi
p di
bersifat mendasar dafam peng;ﬁame;upakan Penentu keberhasilan yang
banyak faktor fain ¥ang juga tunyt mﬂg N bank syar'gh tentunya masih
dengan memperhatikan kongsj jngi enentukan keberhasilan bank syariah
"r;gamm, serta hetemgennasngbug:gan bisnis, geografis, sektor industri
= Yang lentunya berbes, g, ga Masyarakat di suaty daerah atau
an - perkembangan : emikian kita semyg patut bersyukur
Yanah yang  mylai menunjukkan

dan pinjaman dalam transaksi treasury berjangkq wakt,

~ Melihat pengalaman negara lain, pembanguhan perbankan syariah akan

eksistensinya sebagai suaty s;

muslim lainnya sebagai rahmat pa
millenium baru, suatu tantangan penqe;
kemajuan perekonomian.

IV. PENUTUP
. Kesimpulan

rekonomian umat muslim kh

"“‘Ql -

a. Fatwa MUI tentang Bunga bank haram ¢
penyebab adanya over likuiditas pada pe
itu tidak berlaku absolute karena ada faktor fain
terjadinya over likuditas pada bank syari'ah diant;

- adanya trauma dan rasa khawatir pada bank-bar
memberikan atau menyalurkan kredit kepada
membutuhkan. Sehingga perbankan syariah |
mencari aman terhadap resiko kredit macet
demikian seringkali perbankan syariah kita
Prudential (kehati-hatian) dalam penyaluran .
penyaluran kredit tersebut oleh bank syari'ah d
melakukan/melemparkan kelebihan likuiditasnya
Indonesia, seperti Sertifikat Wadiah Bank
Penempatan SWBI ini, membawa konsekwesi
perbankan syari'ah kita yang fidak kreatif dalam
over likuiditas tersebut. Selain itu, tingkat bagi has
yang lebih tinggi dibandingkan perbankan
membawa konsekswensi adanya over liku
syari‘ah. _

- adanya perbedaan pandangan/paradigma &
bank syariah, dan pada akhimya
‘khususnya® pelaku usaha yang enggan
dari bank syari‘ah. .

- Adanya kelemahan dari bankir
menganalisa pasar. ~

b. Prospek pertumbuhan bank syarah
kebutuhan pembiayaan masyara
bagus dan menjanjikan, namun
syari‘ah tersebut terdapat ta
secara langsung oleh dunia
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ah belum adanya aturan hyg
. mengatur bank syari'ah, belum
kuat yang dimiliki oleh bank Syari'ah,

i masih rendah, penerapan pringio
.,_Wﬁ?gpmduk dan karakteristik bank F':‘.

i i syar'ah kita menciptakan inovasi-inovasi bary dalam
2t m kredit baik itu kepada usaha kecil maupun usaha besaT
yang tentunya prinsip islaminya tidak boleh ditinggalkan. £

B Poe produk dalam perbankan syariah dapat mengikyti
4 mPelm nba_. 5 konvensional, tetapi asas-asas produk Syariah figgk
_mpamml_ialn_ Semua produk syariah dapat diterapkan untuk
semua jenis kategon, tetapi harus mengikuti konsekwensinya. ‘

Dengan demikian diharapkan adanya antusias dari pihak ketiga untuk

fidak hanya sekedar menyimpan dananya ke bank syariah tetapi juga

untuk meminjam modal pada perbankan syari'ah.

C. Hendaknya dalam Pengembangan produk bukan saja melibatkan
sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi

Juga sumber daya yang mengerti dan mendalam; syariah, karena

manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum

memiliki pengetahuan di kedya bidang itu secara simultan.

d. Fatwafatwa MU| sebaiknya dijadikan pedoman untuk terbentuknya
h’w @ hukum bagi perbankan syari'ah dalam menjalankan

usahanya,
¢ Hendakaya dalam Pengembangan produk bukan saja melibatkan

sumber daya yang ada dalam penei i
. penelitian dan pengembangan, tetapi

gerti dan mendalami syariah, karena
&m'daya Manusia yang ada 4

y di bank syariah sekarang ini belum
memiliki pengetahiyan i kedua bidang itu secara simultan.

a pengembangan produk dan pengembangan pasar

fiak tefdi kelebihan (over likuiditas) hendakny duﬁ: |

Arifin, Zainul, Produk Perbap
Indonesia, Dalam Jumal
Hukum Bisnis, Volume 20, J;

Budi Utomo, Setiawan, FDR Bark Syt
dalam situs www.republika.ac.id, Ii"!al ._Faf

Gunawan, Dhani., Perbankan Syari’ah . .. |
situs www.bi.go.id diakses tanggal 4""*.!_

Halim Ismail, Abdul., Islamic Fund Manager,

; paper

Lokakarya Ulama tentang Reksadana, Holidaykn,
1997. '

Harisman, Tugas Bank Indonesia Dalam

Perbankan Syari'ah Di Indonesia, Dalam Jumal
Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 20,

Maskanul Hakim, Cecep.,  Problem Pengembangan Pre
Syariah, dalam situs www.bi.go.id diakses tanggal 4

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama In
Jakarta, 1999

Saeed,  Abdullah., Capitalising on ﬁe
Interpretation of Fundamental Shariah
Islamic Invesment Funds, paper dipresentasikan
Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997

Sitegar, EMulya, Perbankan Syariah di
Prospek, Dalam Jumal Hukum %
Hukum Bisnis, Volume 20, Jakarta, 200&.

Zuhaily, Wahbah., Al-Fighul Islamy Wa Adif
Damaskus, 1989, il
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nsi Undang-Undang Perbankan Syari'ah

Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangap
karta, 2002.

arGUMERTUM,

Djamil, Fathurrahman, Urge

[ndonesia, Dalam Jumnal
isnis, Volume 20, Ja

Kompas, Menuju Industri Jasa Keuangan Syari'ah yang Kuat dan
Dipercaya, Senin 5 April 2004 hal. 27.

a Perbankan Syari’ah Tumbuh 70 %, dalam rubrik
2 April 2004, hal.25.

. Memacu Akselerasi Pengembangan Perbankan Syari’ah
Kamis 1 April 2004., hal.29. ’

vy Volume Usah
Finansial, Senin 1

------------

dalam rubrik Finansial,
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